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Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali A#ḍal Perspektif 

Maqāṣid asy-syarī‘ah (Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG) 

ABSTRAK 

Alif Risqi Prayoga 

NIM. 2017302094 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Pernikahan dianggap sah karena Rasulullah SAW bersabda “Perempuan 

mana saja yang menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya batil, 

pernikahannya batil, dan pernikahnnya batil". Namun, karena wali nikah, terkadang 

ada masalah dalam mewujudkan pernikahan. Wali yang seharusnya memiliki hak 

tertinggi menolak, dengan alasan yang sesuai dengan syariah dan tidak. Ini mungkin 

menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu kasus wali a#ḍal dengan nomor perkara 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG, pemohon ingin menikah dengan seorang pria yang sudah 

saling mencintai, tetapi tidak mendapatkan restu dari wali perempuan dengan alasan 

yang tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan perkara wali a#ḍal dan menganalisis pertimbangan hakim 

perkara wali a#ḍal dalam perspektif Maqāṣid asy-syarī‘ah pada putusan nomor 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis 

pustaka/library reserch metode kualitiatif dengan pendekatan case approach yang 

bertujuan menyelidiki putusan. Adapun sumber data penelitian ini berupa bahan 

hukum primer melalui putusan nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG dan wawancara, 

bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini mengunakan dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis 

data menggunakan analasis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim mempertimbangankan dengan 

adanya alat bukti, tidak ada halangan untuk menikah, penolakan wali tidak 

menjelaskan alaannya, kesesuaian prinsip yang terkandung dalam undang-undang 

dan dalil syar’i. Maqāṣid asy-syarī‘ah dalam pertimbangan hakim mengabulkan 

permohonan wali a#ḍal di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan 

memelihara keturunan (h}ifz} al-nas}l) dan memlihara agama (h}ifz} al-din). Dalam h}ifz} 
al-nas}l adalah karena hakim mempertimbangkan penolakan wali nikah tidak 

menjelasakan alasannya dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk 

melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sekufu atau mempersulit juga 

untuk mendapatkan keturunan yang baik. Sedangkan dalam h}ifz} al-din yaitu hakim 

mempertimbangkan dengan alat bukti, kesesuaian perinsip undang-udang dan dalil 

syari’i bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan sekaligus 

menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. 

Kata kunci: Wali A#ḍal, Maqāṣid asy-syarī‘ah, Studi Putusan 
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MOTO 

Apapun yang terjadi janganlah menyerah, semua itu adalah sebuah proses, 

bersyukur atas pencapaian yang dapat kau lalui 

-Alif Risqi Prayoga- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 

0543 b/U/1987.  

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak أ

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kho Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain   ̀ Koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و



 
 

viii 
 

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

2. Vokal Rangkap (diftong) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i يْ   ...

 Fathah dan wau Au a dan u وْ   ...

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ا  …ى  ...

ya 

Ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

 

Contoh: 

 qāla ق ال   -

م ى ر   -  ramā 

 qīla قِيْل   -

 yaqūlu ي  قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

1. Ta’ marbutah hidup Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat 

fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”.  

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 
 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl :  ر وض ةُ الا طْف الِ  -

 /al-madīnah al-munawwarah :  الْمدِيْ ن ةُ الْمُن  وَّر ةُ  -

  al-madīnatul munawwarah 

 talhah :   ط لْح ةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

 nazzala : ن  زَّ ل   -

 al-birr : ا لبِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh:  

 ar-rajulu :  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu :  الْق ل مُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:  
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خُذُ  -  ta’khużu : تَ 

  syai’un : ش يى  -

 an-nau ‘u : الن َّوْءُ  -

 inna : اِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn : و  أِنَّ الله ف  هُو  خ يُْْ الرَّازقِِيْ   -

 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اِلله مَ ْر اه ا و  مُرْس اه ا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

  /Alhamdu lillāhi rabbi al-̀ālamīn:    الْْ مْدُ لِله ر بِ  الْع ال مِيْ  -

 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm:          الرَّحْْ ننِ الرَّحِيْمِ  -
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melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan 

mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki harapan untuk memiliki 

pasangan dalam kehidupan. Allah SWT telah mengatur takdir hamba-

hambanya untuk hidup bersama dalam keindahan, saling menyayangi, 

mencintai, dan memberikan kasih sayang sebagai bagian dari makna 

kehiduapan dengan orientasi baik di dunia maupun akhirat. Manusia, 

sebagai entitas sosial yang beradab dan berbudaya dengan orientasi pada 

nilai-nilai ketuhanan, menemukan makna hidupnya melalui komitmen 

dalam pernikahan yang diatur oleh norma-norma masyarakat. Baik laki-laki 

maupun perempuan yang menjalani kehidupan berpasangan bertujuan 

untuk membangun pernikahan yang sah, dengan semangat membangun 

kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, penuh mawadah, dan kasih 

sayang, sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadits.1  

Sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. 

Dalam penejelasannya, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

menjelaskan hal ini “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana 

sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan 

 
1 Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia 

(Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum 

Islam,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulugagung, hlm.59. 
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mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga 

perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur 

bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga 

yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan 

tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan 

kewajiban orang tua”. Sebagai ikatan hukum yang bersifat lahir, perkawinan 

merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu 

dalam kehidupan suami dan isteri. Keterikatan ini jelas terlihat baik bagi 

pasangan itu sendiri, orang lain, maupun masyarakat, terutama setelah 

melalui proses akad nikah sesuai dengan agama, seperti islam, dan tata cara 

lainnya. Dalam ikatan batin, perkawinan merupakan hubungan jiwa yang 

terbentuk karena kesamaan keinginan dan ketulusan antara seorang pria dan 

seorang wanita yang ingin hidup bersama sebagai suami dan istri. Pada 

awalnya, perjanjian dari calon mempelai menandai tahap awal dari ikatan 

batin ini untuk menjalani hidup pernikahan.2 

Pernikahan dapat dimasukkan ke dalam kategori ikatan sosial yang 

dilakukan secara sukarela sesuai dengan norma agama dan hukum. Prosedur 

normatif pelaksanaan pernikahan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan sah jika dilakukan 

 
2 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku 

Di Indonesia,” Al-Adl : Jurnal Hukum 7, No. 13 (1 Januari 2015): hlm. 23. 
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menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Pada pasal 4 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut makna yang 

disebutkan di atas, perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan 

hukum agama calon pengantin. Dalam hukum Islam, pernikahan antara pria 

dan wanita dilakukan di hadapan dua saksi pria, ijab dan qobul. Ijab 

diberikan oleh pihak wanita melalui walinya atau wakilnya, sementara 

qobul diberikan oleh pihak pria. Persyaratan ini sesuai dengan rukun 

perkawinan yang tercantum dalam KHI pasal 14, yang mencakup calon 

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul. 

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, seperti saksi, calon 

mempelai, dan ijab qabul, pernikahan harus dilakukan dengan partisipasi 

wali. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah karena Rasulullah SAW 

bersabda “Perempuan mana saja yang menikah tanpa adanya wali maka 

pernikahannya batil, pernikahannya batil, dan pernikahnnya batil". Namun, 

karena wali nikah, terkadang ada masalah dalam mewujudkan pernikahan. 

Kadang-kadang, wali yang seharusnya memiliki hak tertinggi menolak atau 

menolak kandidat wali untuk mempelai, dengan alasan yang kadang-kadang 

sesuai dengan syariah dan kadang-kadang tidak. Ini mungkin menjadi 
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hambatan bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.3 

M. Thalib menyebutkan beberapa alasan orang tua berusaha 

mencegah perkawinan anaknya, antara lain: 

1. Orang tua melihat calon menantu yang kurang mampu karena mereka 

khawatir bahwa anak mereka akan mengalami kesulitan hidup karena 

keterbatasan finansialnya. 

2. Orang tua mendapatkan calon menantu dari lapisan sosial yang lebih 

rendah atau dari keluarga yang kurang terdidik mereka merasa cemas 

terhadap kemungkinan bahwa keturunan mereka nantinya mungkin 

kurang berpendidikan atau kurang berperilaku sopan dalam lingkungan 

keluarga bagsawan. 

3. Orang tua merasa malu dan merendahkan diri saat melihat calon 

menantu yang berasal dari keluarga yang pernah berselisih dengannya 

di masa lalu hal ini disebabkan oleh keinginan anak mereka untuk 

menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga yang pernah menjadi 

musuh mereka. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial yang tinggi dan 

pertimbangan lain memainkan peran penting dalam mencari dan 

mempertahankan hubungan bagi wanita. Namun menjadikan pertimbangan 

tersebut sebagai prioritas tanpa memperhatikan nilai agama dan akhlak 

 
3 Syailendra Sabdo Djati Ps, Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan 

Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam), t.t., hlm. 148–150. 
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dapat dianggap sebagai tindakan tercela. Jika orang tua menolak pernikahan 

anak mereka atas alasan yang tidak sesuai atau tidak jelas dengan hukum 

syariah maka mereka dapat disebut sebagai wali a#ḍal. 

 Dalam pandangan mereka tentang wali a#ḍal ini, Madzhab Maliki 

dan Mazhab Safi'i mengatakan: 

ي ةُاِلِ  و اِد ام ن ع  ا لْو لِر ا لْمُجْبِيْْاُ وْغ يْْهُُ م نْ ل هُ ع ل ي ْه اا لْو ليِ ةُمِن  الْكُفْءِا لَّذِيْ ر ظِيَّتْ بهِِ لا   ت قِلُ ا لْولا  ت  ن ْ

اْلا بْ ع دِب لْ لَ  اا نْ ت  رْف ع  ا م ر ه ااِلَ  الْْ اكِمِ ليِ سْا ل هُ ع نْ س ب بً امِْتِن اعِهِ ف اِنْ ا ظْه ر س ب ب  

ا م ر الْْ اكِمُ 4 ه اب  عْد  ه اف اِنْ امِْت  ن ع  ع نْت ت  زْوِيِْْ  م عْقُوْلًار دَّه االِ يْهِ و اِلاَّا م ر هُ بتِ  زْوِيِْْ

 "Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, 

menghalangi maulanya  untuk kawin dengan pasangan yang sekufu 

lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalinya tidak pindah 

pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya 

untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk 

mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk 

akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, 

akan tetapi kalo tidak, hakim memerintahkan pada si wali 

membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, 

maka hakim bertindak unutk mengawinkannya". 

 
4 Abdurrahman al-Jaziri, KItab al-Fiqh Alal Mazahib al-Arabah (Beirut: Dar al-

Fikr, tt), IV, hlm. 36-37. 
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 Apabila wali menolak menikahkan wanita dengan laki-laki yang 

sekufu dengannya, wali tersebut dianggap a#ḍal. Ini terjadi meskipun wanita 

itu telah menerima lamaran dari calon suaminya. Meskipun wanita tersebut 

menerima lamaran dengan panduan untuk mendapatkan persetujuan dari 

wali atau tidak, wali tetap menolak. Selanjutnya wali berkeinginan untuk 

menjodohkan perempuan tersebut dengan lelaki yang dipilihnya cocok 

dengannya. Namun, perempuan tersebut meminta wali untuk 

menjodohkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.5 

Tetapi dalam beberapa kasus, fenomena wali a#ḍal ini biasanya terjadi dalam 

perkara pengadilan. 

 Salah satu kasus wali a#ḍal yang diajukan di Pengadilan Agama 

Purbalingga pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor perkara 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG, pemohon adalah anak kandung dari pasangan 

suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2020. Pemohon ingin menikah 

dengan seorang pria yang sudah saling mencintai, tetapi tidak mendapatkan 

restu dari wali perempuan dengan alasan yang tidak jelas. Wali perempuan 

juga tidak mau terlibat dalam segala hal yang terkait dengan mereka, 

termasuk menjadi wali untuk pemohon yang akan menikah di masa depan. 

Setelah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten 

Cilacap, pemohon dan pasangannya ditolak karena tidak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan Pengadilan Agama terkait dengan mogok 

 
5 Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut 

Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1, 

No. 1 Tahun 2016, hlm. 63–64. 
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(a#ḍal) wali. Semua syarat pernikahan telah dipenuhi, pemohon dan calon 

suami dianggap kafaah atau sekufu, dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan. Keluarga Pemohon menerima lamaran calon 

suami dan keluarga Pemohon. Mengingat bahwa Pemohon dan 

pasangannya akan menikah dalam waktu dekat di wilayah hukum 

Kabupaten Purbalingga, Pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama 

Purbalingga menetapkan wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor 

Urusan Agama Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim pernikahan. Dalam 

persidangan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan 

pemohon dan menetapkan bahwa wali nikah pemohon, yaitu ayah pemohon, 

adalah a#ḍal. Mereka juga menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan 

calon suaminya. Majelis Hakim menggunakan ketentuan pasal 8 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam.6 

 Berdasarkan latar belakang di atas, jelas bahwa ada kemungkinan 

bahwa wali a#ḍal yakni wali yang menolak menikahkan anak perempuannya 

yang sudah baligh dan berakal dengan pria yang dia pilih mungkin memiliki 

alasan yang tidak jelas untuk menolak pernikahan. Karena itu, setelah 

Pengadilan Agama menetapkan mogok a#ḍal wali, calon pasangan harus 

memenuhi persyaratan. Karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ini 

untuk mengetahui lebih banyak tentang pertimbangan hakim saat 

menetapkan permohonan wali a#ḍal dan bagaimana hal itu berkaitan dengan 

 
6 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 348/Pdt.P/2022/PA. Pbg. 
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menggunakan perpektif Maqāṣid asy-syarī‘ah tentang apakah itu membantu 

rumah tangga mereka atau tidak, maka dalam hal ini penulis bermaksud 

untuk mengangkat permasalahan ini dan dijadikan skripsi dengan judul 

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG 

DIKABULKANNYA WALI A#ḌAL PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-

SYARĪ‘AH  (STUDI PUTUSAN NOMOR 348/Pdt.P/2022/PA.PBG)”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk memahami judul proposal ini, penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah penting yang disebutkan dalam judul. “Analisi Pertimbangan 

Hukum Hakim Tentang Dikabulkannya Wali A#ḍal Perspektif Maqa>s}id asy-

Syari>’ah  Studi Putusan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG”. 

1. Analisis 

Analisis didefinisikan sebagai upaya penyelidikan untuk 

menyelidiki keadaan sebenarnya berdasarkan penyebab, kondisi, faktor 

lainnya, analisis dapat dijelaskan sebagai evaluasi terhadap suatu 

kejadian melalui tulisan, tindakan, dan bentuk lainnya.7 

2. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim adalah faktor-faktor yang menjadi dasar 

atau dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam 

suatu kasus tindak pidana.8 Dalam Keputusan 

 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Cet.IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011), hlm. 1470. 
8 Herlinamanulang, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusak Hutan (Studi Putusan 

No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”. Jurnal Hukum. Vol. 08 No. 1, April 2019, hlm. 71. 
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No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hakim menggunakan pertimbangan ini 

sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus Wali A#ḍal. 

3. Dikabulkannya 

M.Yahya Harap, seorang pakar hukum acara perdata, 

mengatakan bahwa gugatan dapat diterima jika penggugat dapat 

membuktikan argumen gugatnya dengan alat bukti. Pasal 164 Het 

Heirzen Inlandsch Reglement menyatakan bahwa apakah gugatan 

diterima sebagian atau sepenuhnya akan diputuskan oleh majelis 

hakim.9 Dalam keputusannya, No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG, majelis 

hakim mengabulkan permohonan wali a#ḍal pemohon. 

4. Wali A#ḍal 

Wali A#ḍal ialah wali yang menolak menikahkan anak 

perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan pria yang dia 

pilih. sementara kedua belah pihak menginginkan pernikahan.10 

Dalam kasus Wali A#ḍal ini pemohon I dan calon suaminya telah 

mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten 

Cilacap. Namun, pernikahan tersebut ditolak atau tidak dapat 

dilaksanakan karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama tentang mogok Wali (A#ḍal). 

 

 
9 Diana kusumasari, "Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Dapat Diterima" Arti 

Gugatan Dikabulkan,Ditolak,dan Dapat Diterima, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157 

diakses pada tanggal 25 November 2023. 
10 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve,1993), hlm. 1339. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157
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5. Maqa>s}id asy-syari>’ah   

Maqa>s}id asy-syari>’ah adalah menerapkan kebaikan dan 

mencegah keburukan serta meraih manfaat sambil menolak madharat 

intinya, tujuan syariat adalah mewujudkan kemanfaatan bagi manusia 

dan menghapus kemadharatan, termasuk aspek keadilan dan 

kemandirian. Maqa>s}id asy-syari>’ah mencakup konsep yang menarik 

kemaslahatan atau kebaikan untuk menghindari kerugian atau 

kejahatan, dengan menjaga aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.11 Berkaitan dengan Dikabulkannya Wali A#ḍal ini 

bisa dijadikan acuan atau relavansi dalam Maqa>s}id asy-Syari>’ah  . 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap dikabulkannya Wali A#ḍal 

dalam perkara Wali A#ḍal No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama 

Purbalingga? 

2. Bagaimana tinjauan maqa>s}id asy-syari>’ah  terdahap dikabulkannya Wali 

A#ḍal dalam perkara Wali A#ḍal No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan 

Agama Purbalingga? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 
11 Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqasid Syari’ah, terj. 

Paryadi (Bandung: Cempaka Putih,1998), hlm. 56. 
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a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dikabulkannya wali 

a#ḍal dalam perkara wali a#ḍal No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan 

Agama Purbalingga. 

b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam dikabulkannya 

wali a#ḍal pada putusan nomor 348/Pdt.P/PA.PBG dalam perspektif 

maqa>s}id asy-syari>’ah. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak 

pada umumnya, khususnya untuk peneliti. Salah satu keuntungan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas 

pemahaman dan pengetahuan serta memberikan kontribusi 

ilmiah yang berharga dalam bidang penelitian hukum, 

terutama dalam konteks hukum keluarga mengenai wali a#ḍal. 

2) Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi baru 

kepada baik peneliti maupun pembaca tentang bagaimana 

hakim Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan 

maqasid syari'ah saat memutuskan kasus tentang permohonan 

wali a#ḍal yang dikabulkan. 

3) Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber 

informasi untuk penelitian yang akan datang. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

bentuk karya ilmiah, baik bagi pembaca maupun penulis, 

dengan menyajikan informasi mengenai temuan hukum terkait 

perwalian. Khusunya, fokus penelitian adalah pada pada 

permasalahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga dalam memutuskan perkara wali a#ḍal yang 

dikabulkan ditinjau perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah. 

2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai 

referensi bagi para praktisi, akademisi, dan penegak hukum. 

Ini juga akan menjadi referensi terkait dengan penelitian 

hukum tentang kasus perwalian di Pengadilan Agama. 

E. Kajian Pustaka 

Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup ulasan 

hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. 

Peneliti menggunakan berbagai sumber sebagai acuan untuk mendapatkan 

data yang akurat, yang memudahkan untuk membedakan penelitian 

sebelumnya. Beberapa referensi digunakan, termasuk: 

Pertama, skripsi dari Mifta Hurrahmah, (Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Mengenai Penetapan Wali A#ḍal Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn 

(Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)”. 

Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum islam mengenai 
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penetapan wali a#ḍal yang dikarenakan atas ketidak restuan seorang wali 

menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang memiliki 

pendidikan yang lebih rendah dari anaknya. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan rujukan yang dipakai hakim dalam melaksanakan penetapan 

wali a#ḍal dari kompilasi hukum islam, penetapan permohonan wali a#ḍal di 

Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar di tunjuk 

lamgsung kepada wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan. 

Namun, pelaksanaan penetapan wali a#ḍal ini bertentangan dengan Hukum 

Islam. Apabila wali yang a#ḍal itu merupakan wali Aqrab, maka perwalian 

berpindah kepada wali Ab’ad yang tidak langsung di ambil alih 

perwaliannya oleh wali hakim. Putusan majelis hakim dalam kasus wali 

a#ḍal Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn sesuai dengan hukum karena alasan 

ayah kandung (wali) pemohon untuk menolak menjadi wali dalam 

pernikahan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum.12 

Skripsi ini dan penelitian penulis sama-sama membahas kasus wali 

a#ḍal yang diputuskan oleh majelis hakim; skripsi ini menggunakan putusan 

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB 

Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian penulis menggunakan putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 348/Pdt.P/PA.PBG. 

Selain itu, perbedaan antara kedua skripsi tersebut dengan skripsi penulis 

 
12 Mifta Hurrahmah,” Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhol 

Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA. Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB 

Kabupaten Kampar)”, Skripsi diterbitkan (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2023). 
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adalah bahwa skripsi penulis berfokus pada bagaimana majelis hakim 

Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan maqa>s}id asy-syari>’ah 

saat memutuskan perkara wali a#ḍal yang dikabulkan dan  sedangkan 

skripsi lain dengan Hukum Islam. 

Kedua, skripsi dari Jumiadi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2019), yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti 

Wali a#ḍal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA 

Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini menyelidiki 

peraturan hukum islam (KHI) dan hukum positif tentang penetapan wali 

hakim sebagai pengganti wali a#ḍal di KUA Kecamatan Way Halim Kota 

Bandar Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa, berdasarkan pasal 23 

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, pergantian wali nikah dari wali nasab ke 

wali hakim hanya dapat dilakukan setelah kea#ḍalan diputuskan oleh 

Pengadilan Agama. Menurut hukum Islam, sumbernya dapat ditemukan 

dalam Al-Quran surat An Nur 24 ayat 32 yang menetapkan perintah untuk 

menikahkan laki-laki dan perempuan yang layak untuk dinikahkan secara 

mandiri, serta dalam surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 232 yang menyatakan bahwa 

wali tidak boleh menghalangi pernikahan seorang yang sedang dalam 

perwalian dengan tujuan untuk membangun hubungan rumah tangga yang 

baik, dijelaskan pula hadis Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Tirmidzi yang 

menyatakan bahwa pernikahan yang tidak memiliki wali tidak sah.13 

 
13 Jumaidi,” Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar 

Lampung)”, Skripsi diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2019). 



15 
 

 
 

 Skripsi ini dan penelitian penulis sama-sama membahas masalah 

wali a#ḍal. Namun, objek penelitian skripsi ini adalah KUA Kecamatan Way 

Halim Kota Bandar Lampung. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga dengan nomor perkara No.348/Pdt.P/PA.PBG adalah subjek 

penelitian penulis. Selain itu, ada perbedaan antara skripsi ini dan skripsi 

penulis. Skripsi ini berfokus pada penetapan wali hakim sebagai pengganti 

wali a#ḍal berdasarkan hukum positif dan hukum islam, sedangkan skripsi 

penulis berfokus pada bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga mempertimbangkan perkara wali a#ḍal yang dikabulkan dari 

sudut pandang maqa>s}id asy-syari>’ah. 

Ketiga, jurnal dari Mazidah Dwi dan Izuddin Ahmad, (Jurnal of 

Family Studies, Vol. 7 No. 1, 2023), yang berjudul “Penetapan Wali A#ḍal 

Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kebupaten Gresik tahun 

2020-2021 Perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah”. Jurnal tersebut membahas 

masalah yang muncul dalam banyak kasus wali a#ḍal di Pengadilan Agama 

Gresik pada tahun 2020-2021. Kasus-kasus ini biasanya disebabkan oleh 

penolakan wali nikah yang menganggap calon suami tidak setara atau setara 

dengan calon istri. Dalam kasus di mana kedua belah pihak telah menjalin 

hubungan yang kuat dan bersedia menikah, mereka dapat mengajukan 

permohonan wali a#ḍal ke Pengadilan Agama setempat untuk memastikan 

bahwa pernikahan itu legal. Meskipun prinsip kafa'ah masih ada, sebagian 

besar majelis hakim mengabulkan permohonan wali a#ḍal karena calon 

mempelai setuju dan tidak ada hambatan yang menghalangi pernikahan, 
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sehingga dianggap masuk akal untuk disetujui. Untuk memudahkan 

terlaksananya perkawinan sebagai ibadah, hakim seharusnya 

mempertimbangkan perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah  oleh Jasser Auda, 

yang sesuai dengan ajaran islam, saat membuat keputusan. Rekomendasi 

termasuk mempertimbangkan kafa'ah dalam kasus wali a#ḍal untuk 

mendukung perkawinan yang harmonis.14 

Jurnal ini dan penelitian penulis sama-sama menyelidiki wali a#ḍal 

tentang perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah. Perbedaan terletak pada subjek 

penelitian; jurnal ini meneliti penetapan wali a#ḍal di Pengadilan Agama 

Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2021. Namun, keputusan yang 

dibuat oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG 

digunakan oleh penulis sebagai objek penelitian.  

Keempat, jurnal dari Samaratul Khatimah, (Jurnal Ilmiah Mandala 

Education, Vol. 9, No. 3, 1 Agustus 2023), yang berjudul “Fenomena 

Penetapan Wali A#ḍal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara 

No.171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)”. Jurnal tersebut membahas Keputusan Nomor 

171/Pdt.P/2021/PA/Spt, yang menetapkan bahwa posisi hakim dianggap 

sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim memiliki kekuatan 

hukum untuk menangani kasus wali a#ḍal yang diajukan oleh pemohon. 

Selanjutnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan 

tersebut, menjadikannya wali a#ḍal dan wali pernikahan bagi pemohon dan 

 
14 Mazidah Dwi dan Izuddin Ahmad,” Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan 

Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif maqa>s}id 
asy-syari>’ah  ”, Jurnal of Family Studies, vol.7 no.1,2023, hlm.82-95. 
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pasangan mereka yang akan datang. Dalam pandangan hukum islam, 

peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim 

dianggap sebagai ketentuan hukum darurat. Jika ini terjadi karena wali a#ḍal 

atau ketidaksetujuan pernikahan, pandangan Undang-undang Perkawinan 

(Kompilasi Hukum Islam) juga sejalan, mengakui keabsahan wali hakim 

seperti yang diakui oleh hukum agama islam. 15 

Jurnal ini dan peneliti penulis sama-sama mempelajari wali a#ḍal. 

Yang membedakan mereka adalah bahwa jurnal ini menggunakan 

penetapan wali a#ḍal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara 

No.171/Pdt.P/2021/PA/Spt). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

keputusan majelis hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga dalam kasus 

Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG. Selain itu, penulis menggunakan 

perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah untuk mengakji keputusan hakim tersebut. 

Untuk memudahkan identifikasi perbedaan dan persamaan kajian 

pustaka dengan penelitian ini, kesimpulan disajikan dalam tabel berikut: 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Miftah 

Hurrahmah 

Tinjauan 

Hukum 

Islam 

Mengenai 

Penetapan 

Skripsi yang 

ditulis oleh 

penulis dan 

skripsi ini 

sama-sama 

1) Skripsi ini 

dengan skripsi 

penulis 

berbeda dalam 

menggunakan 

 
15 Samaratul Khatimah, Sadiani Sadiani, dan Abdul Khair, “Fenomena Penetapan 

Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt),” Jurnal 

Ilmiah Mandala Education 9, no. 3 (1 Agustus 2023), hlm.1591-1600 . 
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Wali a#ḍal 

Putusan 

Nomor 

51/Pdt.P/20

22/PA.Bkn 

(Studi di 

Pengadilan 

Agama 

Bangkinang 

Kelas IB 

Kabupaten 

Kampar). 

membahas 

kasus wali 

a#ḍal yang 

diterima 

oleh majelis 

hakim. 

objek 

penelitian di 

nomor 

putusan 

pengadilan 

agama. 

2) Skirpsi ini 

lebih fokus 

pada wali a#ḍal 

yang ditinjau 

dari hukum 

islam 

sedangkan 

skripsi penulis 

lebih fokus 

terhadap 

perspektif 

maqa>s}id asy-

syari>’ah . 

2 Jumaidi Penetapan 

Wali Hakim 

Sebagai 

Pengganti 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

1) Skripsi ini 

menggunakan 

objek 

penelitian di 
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Wali A#ḍal 

Menurut 

Hukum 

Positif  dan 

Hukum 

Islam (Studi 

di KUA 

Kecamatan 

Way Halim 

Kota Bandar 

Lampung). 

perkara wali 

a#ḍal. 

KUA 

Kecamatan 

Way Halim 

Kota Bandar 

Lampung 

sedangkan 

skripsi penulis 

objek 

penlitiannya 

di putusan 

majelis hakim 

pengadilan 

agama 

purbalingga. 

2) Skripsi ini 

ditinjau dari 

hukum positif 

dan hukum 

islam 

sedangkan 

skrpsi penulis 

fokusnya 

terhadap wali 
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a#ḍal 

perspektif 

maqa>s}id asy-

syari>’ah. 

3 Mazidah 

Dwi dan 

Izuddin 

Ahmad 

Penetapan 

Wali A#ḍal 

Dengan 

Alasan 

Tidak 

Sekufu 

Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Gresik 

Tahun 2020-

2021 

perspektif 

maqa>s}id 

asy-

syari>’ah. 

Sama-sama 

mengkaji 

tentang wali 

a#ḍal 

perspketif 

maqa>s}id 

asy-

syari>’ah. 

1) Jurnal ini 

dengan skripsi 

penulis 

berbeda dalam 

menggunakan 

objek 

penelitian, 

jurnal objek 

penelitiannya 

di pengadilan 

agama gresik 

dari tahun 

2020 sampai 

2021 

sedangkan 

skripsi penulis 

objek 

penelitinnya 

nomor 
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putusan di 

pengadilan 

agama 

purbalingga. 

4 Samaratul 

Khatimah, 

Sadiani, 

dan Abdul 

Khair 

Fenomena 

Penetapan 

Wali A#ḍal 

di 

Pengadilan 

Agama 

Sampit 

(Perkara 

No.171/Pdt.

P/2021/Pa/S

pt). 

Sama-sama 

mengkaji 

tentang wali 

a#ḍal. 

1) Jurnal ini 

dengan skripsi 

penulis 

berbeda dalam 

menggunakan 

objek 

penelitian di 

nomor 

putusan 

pengadilan 

agama. 

2) Skripsi 

penulis 

menggunakan 

landasan 

perspektif 

maqa>s}id asy-

syari>’ah untuk 

mengkaji 
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putusan 

pertimbangan 

hakim di 

pengadilan 

agama 

purbalingga, 

sedangkan di 

jurnal tidak 

ada. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Maqa>s}id asy-syari>’ah   

Secara lughawi, "maqa>s}id asy-syari>’ah " terdiri dari dua kata, " 

maqa>s}id " dan "asy-syari>’ah". Maqa>s}id adalah bentuk jamak (plural) 

dari kata "maqshad", yang merupakan bentuk dari masdar mimi, dan 

"maqshad" memiliki beberapa arti secara bahasa, seperti pegangan, 

jalan yang lurus, keadilan, pecahan. Namun, " asy-syarī‘ah " berasal 

dari wazan "fa'ilaton", yang berarti "maf'iilaton", yang berarti jalan 

menuju sumber pokok kehidupan atau air mata. Secara istilahi, al-

Syariah memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah aturan yang 

diberikan Allah Swt kepada hambanya melalui Nabi Muhammad Saw, 

yang mencakup aqidah, amaliyah, dan akhlak. 
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Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqa>s}id asy-syari>’ah  adalah nilai-

nilai dan tujuan syariah tersirat dalam seluruh atau sebagian besar 

hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan 

esensi dari syariat, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syariat) 

dalam setiap peraturan hukum. Oleh karena itu, maqashid al-Syariah 

mengacu pada inti nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir dari penerapan 

hukum-hukum syariah.16 

Menurut teori maqa>s}id asy-syari>’ah, pertimbangan hakim dalam 

kasus wali a#ḍal termasuk dalam h}ifz} al-nas}l (dalam menjaga 

keturunan) dan h}ifz} al-din (dalam menjalankan tanggung jawabnya 

terhadap agama).  

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini dibagi secara singkat menjadi lima bab, yang masing-

masing saling berhubungan dan terdiri dari satu bab: 

Bab I pendahuluan membahas latar belakang masalah, serta definisi 

operasional dan rumusan masalah. Ini juga mencakup metode penelitian, 

kajian pustaka, tujuan dan keuntungan dari penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II tinjauan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini 

memaparkan teori umum seperti konsep umum wali nikah, konsep umum 

wali a#ḍal dan konsep umum maqa>s}id asy-syari>’ah  . 

 
16 Safriadi, Maqashid Al-Syariah Maslahah Kajian Terhadap Pemikiran 

Ibnu’Asyur Dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, (Aceh: SEFA BUMI PERSADA, 2021), hlm. 

100-101. 
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Bab III berisikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, dan data sumber penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data. 

Bab IV adalah analisis pertimbangan Hakim tentang dikabulkannya 

wali a#ḍal perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah dalam perkara 

No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga. 

Bab V merupakan bab terakhir dari bab ini, mencakup kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial 

karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran 

ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Konsep Umum Wali Nikah 

1. Pengertian Wali Nikah 

Dalam bahasa Arab, kata "wali" be rrasal dari kata "walayali-walyan" 

dan "walayatan", yang mermiliki makna serbagai serserorang yang merncintai, 

terman derkat, sahabat, serkurtur, perngiku rt, perngasu rh, ataur orang yang 

merngurru rs urrursan. Mernurrurt Wahbah Az-Zurhaili, konse rp perrwalian 

merngacu r pada kerkurasaan serserorang u rntu rk berrtindak sercara mandiri tanpa 

terrgantu rng pada izin ataur perrsertu rjuran orang lain.17 

Olerh karerna itu r, serserorang yang dise rburt serbagai wali nikah adalah 

orang yang me rmiliki otoritas u rntu rk merngawinkan serserorang yang be rrada 

di bawah kerndali ataur tanggurng jawabnya, khursursnya dari pihak 

perrermpu ran. Mernurrurt u rlama Syafi'i, kerberradaan wali sangat pe rnting dalam 

prosers perrkawinan, dan perrkawinan tidak dianggap sah jika pihak 

perrermpu ran tidak mermiliki wali yang me rlaksanakan perrnikahan. Di sisi 

lain, tidak ada pe rrsyaratan wali u rntu rk pihak laki-laki dalam prosers 

perrnikahan mernurrurt pandangan ini.18 

 

 

 
17 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.134-135. 
18 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, 

Hanafiyah, Dan Praktinya Di Indonesia”, Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. X, No. 2 Tahun 2011, 

hlm.167. 
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2. Dasar Hukum Wali Nikah 

a. Al-Qurr’an 

Su rrah Al-Qashas ayat 27 

ْْٓ ارُيِْدُ ا نْ انُْكِح ك  اِحْد ى ابْ ن تَ َّ هٰت يِْ ع لْٰٓى ا نْ  تَ ْجُر نِْ ثَ ٰنِِ  حِج ج ٍۚ ف اِنْ ا تْْ مْت   ق ال  اِنِ ِ

ُ مِن  الصٰ لِحِيْ   َۗ س ت جِدُنِْْٓ اِنْ ش اۤء  اللّٰ 
 و م آْ ارُيِْدُ ا نْ ا شُقَّ ع ل يْ ك 

ٍۚ
 ع شْراً ف مِنْ عِنْدِك 

Artinya: Berrkatalah dia (Syu r’aib): “Sersu rnggurhnya aku r 

berrmaksurd mernikahkan kamu r derngan salah serorang dari ke rdura 

anakkur ini, atas dasar bahwa kamu r berkerrja dernganku r derlapan 

tahurn dan jika kamu r cu rkurpkan serpurlurh tahurn maka itu r adalah 

(suratu r kerbaikan) dari kamu r, maka akur tidak herndak mermberrarti 

kamu r. Dan kamu r insyallah akan me rndapatiku r terrmasurk orang-

orang yang baik”.19 

Mernurrurt ayat terrserbu rt, wali me rmiliki hak u rntu rk mermilih 

pasangan u rntu rk anaknya, asalkan me rrerka terlah mermperrtimbangkan 

kerperntingan anaknya dan dapat me rmilih pasangan yang te rpat urntu rk 

anak perrermpu rannya. 

b. Hadist 

ع نْ ع انِش ة ق ال تْ:ق ال  ر سُوْلُ اللَِّّ طل ى اللَّّ عليه وسل م:لا نِك اح  اِلاَّ بِو لِِ  و ش اهِد ىْ ع دْ 

 ل  , ف اِنْ ت ش اج رُوْاف السرلْط انُ و لُِ م نْ لا و لَِّ ل هُ. )رواه الدارقطنى( 

 
19 Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 388. 
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Artinya: “Dari Aisyah, dia be rrkata: Rasu rlurllah Saw 

berrsabda: “Nikah tidak sah ke rcurali jika me rnyerrtakan wali dan 

dura orang saksi yang adil. Jika merrerka berrserlisih maka perngurasa 

adalah wali bagi yang tidak me rmpu rnyai wali” (HR. al-Darur 

Qurthni)”.   

Hadis terrserburt mernu rnju rkkan bahwa perrnikahan yang tidak 

mermiliki wali dan dura Saksi tidak sah. Dalam perrnikahan, wali sangat 

pernting.20 

3. Syarat-syarat Wali Nikah 

a. Berragama islam, Diperrlurkan bahwa walinya ju rga berragama Islam.  

Serrurpa firman Allah dalam su rrat al-Baqarah ayat 221. 

ت  نْكِحُوا الْمُشْركِ اتِ ح تََّّ يُ ؤْ مِنَّ ...}البقرة:  { 221و لا   

Artinya: “Dan janganlah kamu r mernikahi wanita-wanita 

mursrik, hingga merrerka berriman…” 

b. Baligh dalam hal ini, wali adalah individu r yang su rdah derwasa yang 

mermiliki kerkuratan hurkurm dan berrtanggurng jawab atas tindakannya, 

serperrti yang dinyatakan dalam hadis Rasu rlurllah SAW. 

 
20 M. Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-

Syafi’i Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1 Tahun 

2019, hlm. 97. 
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:رفُِع  الْق ل مُ ع نْ ث لا  ث ة ع نِ  ع نْ ع لِى   ع ل يْهِ السَّلا مُ ع نِ النَّبِِ  طلى اللَّّ عليه وسلم ق ال 

النَّائمِِ ح تََّّ ي سْت  يْقِض او ع نِ الطَّبِِ  ح تََّّ يَ ْت لِم  وع نِ الْم جْنُونِ ح تََّّ ي  عْقِل }رواه 

 ابواداود{ 

Artinya: “Dari Ali as, dari Nabi saw be rrsabda; 

diangkatnya hurkurm itu r diatas tiga perrkara; dari orang yang tidu rr 

hingga ia bangurn, dari serorang anak-anak hingga ia derwasa dan 

dari orang gila hingga ia se rmbu rh araur berrakal.”(HR.Abu r 

Dawurd). 

c. Berrakal, wali dalam hal ini adalah se rhat akalnya merru rpakan individu r 

yang dapat diberbani hurkurm dan berrtanggurng jawab atas tindakannya. 

d. Laki-laki, wali dalam hal ini haru rslah serorang laki-laki yang derwasa, 

berrakal yang berrjurmlah du ra orang. 

e. Adil, wali dalam hal ini haru rslah berrlakur adil.21 

4. Macam-macam Wali Nikah 

Mernurrurt hurkurm Islam dalam hu rkurm perrkawinan, ada ermpat macam 

wali nikah, sertidaknya: 

a. Wali Nasab 

Mernurrurt perngerrtian wali nasab, ialah wali yang didasarkan 

kerpada adanya hu rburngan darah kerkerrabatan. Wali nasab te rrdiri dari 

ermpat kerlompok, masing-masing derngan hurburngan darah yang ku rat 

derngan calon mermperlai wanita. Kerlompok yang satu r didahurlurkan, 

 
21 Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: 

Arjasa Pratama,2021), hlm. 82-84. 
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dan kerlompok yang lain sersu rai derngan su rsurnan kerkerrabatan me rrerka. 

Merrerka terrdiri dari ermpat kerlompok: yang perrtama terrdiri dari kerrabat 

garis lu rrurs ker atas, yang merncaku rp ayah, kakerk, dan sau rdara laki-laki 

serayah, yang kerdura terrdiri dari kerrabat paman, yang me rncakurp 

sau rdara laki-laki kandurng ayah, sau rdara serayah, dan kerturrurnan laki-

laki merrerka, dan yang kertiga te rrdiri dari sau rdara sau rdara laki-laki 

kandu rng ayah, sau rdara serayah, dan kerturrurnan laki-laki merrerka, yang 

kerermpat terrdiri saurdara laki-laki kandurng kakerk, sau rdara laki-laki 

serayah dan kerturrurnan laki-laki merrerka. 

b. Wali Murt’iq 

Wali mur'tiq adalah wali nikah yang me rmerrderkakan wanita 

bu rdak. 

c. Wali Hakim 

Dalam konterks ini, wali hakim adalah wali nikah yang ditu rnju rk 

olerh permerrintah ataur perjabat yang berrwernang urntu rk berrtindak serbagai 

wali nikah. Pe rnurnju rkan wali hakim ini terrjadi kertika wali nasab tidak 

ada atau r ernggan urntu rk mernikahkan, baik karerna adanya perrterntangan 

antara wali-wali yang berrpoternsi mernikahkan atau r karerna wali nikah 

tidak te rrserdia dalam arti se rbernarnya (misalnya, karerna su rdah 

merninggal ataur hilang). 

Ada dura situ rasi di mana wali hakim dibe rri werwernang urntu rk 

berrtindak serbagai wali nikah. Pe rrtama, kertika terrjadi perrserlisihan 

antara wali-wali yang berrhak, dan kerdura, kertika wali nikah tidak ada 
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sercara absolu rt, baik karerna terlah merninggal durnia, hilang, atau r dalam 

keradaan ghaib. 

d. Wali Murhkam 

Wali murhkam adalah wali nikah yang te rrdiri dari se rorang laki-

laki yang dipilih olerh kerdu ra mermperlai karerna tidak adanya wali 

nasab, wali mur'tiq, ataur wali hakim. 

Namu rn KHI mernderfinisikan macam-macam wali nikah serbagai 

berrikurt:  

1. Wali Nasab 

Dalam hal u rrurtan wali nasab, e rmpat kerlompok te rrdiri dari 

kerlompok yang satu r didahu rlurkan, serdangkan kerlompok lain sersurai 

errat tidaknya su rsurnan kerkerrabatan derngan calon me rmperlai wanita. 

Ada ermpat kerlompok yang berrberda. Yang perrtama adalah kerlompok 

garis lu rrurs ker atas, yang terrdiri dari ayah, kakerk, dan sau rdara laki-laki 

serayah. Yang kerdura adalah kerlompok, yang te rrdiri dari sau rdara laki-

laki kandu rng ayah, sau rdara laki-laki serayah, dan kertu rrurnan laki-laki 

merrerka. Kertiga, kerlompok kerrabat paman, sau rdara laki-laki kandurng 

ayah, sau rdara serayah dan kerturrurnan laki-laki merrerka, Yang kerermpat 

adalah kerlompok sau rdara laki-laki kandurng kakerk, sau rdara laki-laki 

serayah, dan kerturrurnan laki-laki merrerka. 
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2. Wali Hakim 

Dalam hal wali nikah, wali hakim hanya dapat be rrtindak serbagai 

wali nikah jika wali nasab tidak dapat hadir, tidak dike rtahuri termpat 

tinggalnya, gaib ataur adlal, atau r ernggan.22 

B. Konsep Umum Wali A#ḍal 

1. Pengertian Wali A#ḍal 

Kata “A#ḍal” berrasal dari bahasa arab, yang berrarti عظل-عظل عليه يعظل -  

yang berrarti, mernerkan, mermperrsermpit, merncergah, mernghalangi, mernahan 

kerherndak. Sercara ertimologis, wali a#ḍal berrarti wali yang tidak maur 

mernikahkan ataur merlarang anak wanitanya yang su rdah baligh urntu rk 

mernikah sercara sah, namu rn wali nasabnya me rnolak tanpa alasan syar’i. 

Kererngganan ini dapat saja dite rrima dan dapat ditolak, bila antara wanita 

dan calon su raminya itu r ada halangan u rntu rk merlangsu rngkan perrkawinan, 

maka wali dapat me rnolak dilangsu rngkannya perrkawinan terrserburt.23 

Serorang wali dianggap a#ḍal jika: 

a. Wali me rnolak mernikahkan wanita itu r derngan pria yang surdah 

serku rfur derngannya, merskipu rn wanita itur surdah mernerrima lamaran 

calon su raminya, baik pe rnerrimaan itu r diserrtai tu rntu rtan urntu rk 

merngawinkan wanita itu r kerpada walinya atau r tidak. 

 
22 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam 

Dan Hukum Materil (Tanggerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 79-81. 
23 Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, Jurnal 

El-Faqih, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hlm. 104. 
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b. Wali ingin me rnikahkan wanita itu r derngan pria yang dia pilih yang 

serpadan, te rtapi wanita itu r merminta walinya me rnikahkannya derngan 

pria yang dia pilih.24 

Berberrapa perndapat para u rlama terntang wali a#ḍal adalah serbagai 

berrikurt: 

a. Wali a#ḍal mernurrurt Imam Syafi’i, salah serorang u rlama dari madzhab 

Syafi'i, Al-Khatib Asy-Syirbini, me rngartikan bahwa wali a#ḍal terrjadi 

kertika wali tidak be rrserdia me rnikahkan serorang wanita yang su rdah 

baligh dan be rrakal di bawah pe rrwaliannya derngan serorang le rlaki yang 

sersu rai ataur sertara derngannya. Mernurrurt Imam Syafi'i, jika wanita 

terrserburt merminta u rntu rk dinikahkan derngan calon su rami yang se rsurai, 

wali harurs mernikahkannya. Jika wali me rnolak, permerrintah (hakim) 

mermiliki ke rwernangan urntu rk mernikahkannya, yang dise rburt wali a#ḍal. 

b. Mernurrurt Imam Hanafi, wali a#ḍal adalah kertika serorang bapak 

mernghalangi ataur merlarang anak perrermpu rannya yang te rlah baligh 

urntu rk mernikah derngan serorang pria yang serkurfur ataur sertara derngannya. 

Mernurrurt urlama madzhab Hanafi, Al-Kasaniy Al-Hanafiy, dan 

Abdurrrahman Al-Jaziri, Imam Hanafi me rnyatakan bahwa jika se rorang 

bapak merncergah anak perrermpu rannya yang su rdah layak u rntu rk 

dinikahkan, padahal calon su raminya su rdah serkurfur dan terlah mernyerturjuri 

mahar, maka wali yang be rrsangku rtan (bapak) dianggap se rbagai wali 

 
24 Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut 

Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1, 

No. 1 Tahun 2016, hlm. 63. 
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a#ḍal. Dalam hal ini, pe rrwalian akan dialihkan ke r wali berrikurtnya, 

misalnya kerpada kakerk jika ada, dan jika tidak ada kake rk maka kerpada 

sau rdara serkandurng serterrursnya.25 

2. Dasar Hukum Wali A#ḍal 

Adapu rn dasar hu rkurm Islam yang me rlarang se rorang wali 

mernghalangi perrnikahan anak pe rrermpu ran di bawah perrwaliannya adalah 

Firman Allah: 

و اِذ ا ط لَّقْتُمُ النِ س اۤء  ف  ب  ل غْن   ا ج ل هُنَّ ف لا  ت  عْضُلُوْهُنَّ ا نْ ي َّنْكِحْن  ا زْو اج هُنَّ اِذ ا ت  ر اض وْا  

ن  هُمْ بِِلْم عْرُوْفِ َۗ ذٰلِك  يُ وْع ظُ بِ هِ   م نْ ك ان  مِنْكُمْ يُ ؤْمِنُ بِِللّٰ ِ و الْي  وْمِ الْاٰخِرِ َۗ ذٰلِكُمْ ا زكْٰى ل كُمْ  ب  ي ْ

ُ ي  عْل مُ و ا نْ تُمْ لا  ت  عْل مُوْن    و ا طْه رُ َۗ و اللّٰ 

Artinya: Apabila kamu r (surdah) merncerraikan istri(-mur) lalu r 

terlah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu r mernghalangi 

merrerka urntu rk mernikah derngan (calon) su raminya apabila te rlah 

terrdapat kerrerlaan di antara me rrerka derngan cara yang patu rt. Itu rlah 

yang dinasihatkan kerpada orang-orang di antara kamu r yang berriman 

kerpada Allah dan hari Akhir. Hal itu r lerbih berrsih bagi (jiwa)-mur dan 

lerbih surci (bagi kerhormatanmu r). Allah merngertahuri, serdangkan kamu r 

tidak merngertahuri. 

Didasarkan pada ayat di atas, dapat disimpu rlkan bahwa serorang wali 

tidak bolerh mernghalangi ataur mernolak keringinan janda ataur anak gadisnya 

 
25 Ahmad Khotim, “Pendapat Syafi’iyah Dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal 

Karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau Dari Maslahah Mursalah”, Jurnal Studi Islam 

dan Mu’amalah, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 76-78. 
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urntu rk mernikah derngan laki-laki yang me rrerka pilih se rlama tidak 

berrterntangan derngan prinsip-prinsip syar'iyyah. Pasal 23 KHI 

mernyatakan: 

1) Wali Hakim baru r dapat berrtindak serbagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau r tidak mu rngkin mernghadirkannya atau r tidak 

dikertahuri termpat tinggalnya ataur gaib ataur adlal ataur ernggan. 

2) Dalam hal wali a#ḍal ataur ernggan maka wali hakim baru r dapat 

berrtindak serbagai wali nikah se rterlah ada pu rtursan Perngadian Agama 

terntang wali terrserburt. 

Perratu rran Mernterri Agama No.2 Tahu rn 1987 terntang Wali Hakim, 

Bab II pasal 2, te rntang permberntu rkan keranggotaan wali di Indone rsia, 

serbagai berrikurt: 

a) Bagi calon me rmperlai wanita yang akan me rnikah di wilayah 

Indonersia ataur lurar nergerri ataur wilayah erkstra territorial Indonersia 

terrnyata tidak me rmpu rnyai wali nasab yang be rrhak atau r wali nasab 

tidak mermernurhi syarat ataur mafqurd ataur berrhalangan atau r a#ḍal, maka 

nikahnya dapat dilangsu rngkan derngan wali hakim. 

b) Urntu rk mernyatakan a#ḍalnya wali se rbagaimana te rrserbu rt ayai 1 pasal 

ini ditertapkan derngan kerpurtu rsan Perngadilan Agama yang me rwilayahi 

termpat tinggal calon mermperlai wanita. 

c) Perngadilan Agama mermerrikasa dan mernertapkan adanya wali de rngan 

singkat atas perrmohonan calon me rmperlai wanita dan me rnghadirkan 

wali calon mermperlai wanita. 
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d) Pasal 3, me rmerriksa dan me rnertapkan a#ḍalnya wali bagi calon 

mermperlai wanita Warga Ne rgara Indonersia yang berrtermpat tinggal 

dilu rar nergerri dilakurkan olerh wali hakim yang akan me rnikahkan calon 

mermperlai wanita. 

Dalam perrwurjurdan wali hakim dise rburtkan dalam Bab III pasal 4 

yaitur: 

a. Kerpala KUrA Kercamatan se rlakur Pergawai Perncatat nikah (PPN) 

ditu rnjurk mernjadi wali hakim dalam wilayahnya u rntu rk mernikahkan 

mermperlai wanita serbagai dimaksu rd pasal 2 ayat I perratu rran ini. 

b. Apabila di wilayah ke rcamatan, Kerpala KUrA berrhalangan atau r tidak 

ada, maka Kerpala Serksi U rrursan Agama Islam atas nama Ke rpala 

Kantor Derpartermern Agama Kabu rpatern/Kotamadya dibe rri kurasa 

urntu rk atas nama Mernterri Agama me rnurnju rk Wakil atau r Permbantur 

Pergawai Perncatat Nikah u rntu rk sermerntara mernjadi wali hakim dalam 

wilayahnya. 

Perratu rran Mernterri No.2 Tahu rn 1987 mernertapkan bahwa wali 

a#ḍal harurs mernertapkan a#ḍalnya merlaluri sidang Perngadilan Agama. Jika 

tidak, keradlalannya tidak sah dan wali tidak akan diaku ri serbagai wali 

a#ḍal.26 

 

 

 
26 Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, Jurnal 

El-Faqih, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hlm. 119-120. 
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3. Syarat-Syarat Wali A#ḍal 

Ermpat perrsyaratan wali a#ḍal, yaitur: 

1) Laki-laki yang akan merniakahi terlah serjodoh derngan perrermpu ran 

yang akan dinikahinya 

2) Mermbayar mahar mitsil 

3) Anak perrermpu ran ingin mernikah. 

4) Terlah saling merncintai, atau r saling rerla, satu r sama lain. 

Namu rn pada kernyataannya, ada be rberrapa wali yang me rnolak 

mernikahkan anaknya yang su rdah mermernurhi syarat derngan alasan yang 

tidak dapat dibernarkan, serperrti bahwa calon me rnantu rnya tidak tampan atau r 

tidak kaya, atau r bahwa perkerrjaan calon su raminya ku rrang 

tidak sersurai derngan harapan, serhingga ia taku rt bahwa serterlah perrnikahan, 

calon su raminya tidak akan dapat me rmernurhi kerburturhan anaknya dan 

mermbu ratnya bahagia. Baik u rndang-urndang yang berrlakur maurpurn syariat 

agama berrterntangan derngan sermu ra alasan terrserburt. Dalam kasu rs serperrti itur, 

wanita yang akan me rnikah dapat merngaju rkan perrmohonan wali hakim ke r 

Perngadilan Agama te rmpat dia tinggal se rbagai perngganti wali a#ḍal wali 

nasab yang mernolak urntu rk mernikah.27 

 

 

 

 
27 Joko Lelono, Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan 

Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA. Jmb)”, Journal of Civil and Bussiness 

Law, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021, hlm. 317. 
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C. Konsep Umum Maqa>s}id asy-syari>’ah   

1. Pengertian Maqa>s}id asy-syari>’ah   

Maqa>s}id asy-syari>’ah  adalah kata majmu rk (idlafî) yang te rrdiri dari 

dura kata, maqa>s}id dan asy-syarī‘ah. Mernurrurt ertimologinya, maqa>s}id 

adalah berntu rk jamak (plu rral) dari kata maqshid, yang be rrasal dari hu rrurf 

qâf, shâd, dan dâl, yang masing-masing berrarti kerserngajaan ataur turjuran. 

Namu rn, kata asy-syarī‘ah berrasal dari kata syara'a yasyra'u r syar'an, yang 

berrarti mermbu rat shari'at atau r urndang-urndang, mernerrangkan, dan 

mernyatakan. Diserburtkan bahwa "syara'a lahu rm syar'an" berrarti ia terlah 

mernurnju rkkan jalan kerpada merraka, atau r "sanna" berrarti mernurnju rkkan 

perratu rran ataur jalan.  

Namu rn, ada perrberdaan perndapat terntang terrminologi asy-syarī‘ah. 

Satria E rfferndi merngatakan bahwa asy-syarī‘ah adalah al-nurshûsh 

almurqaddasah, yaitu r nash yang su rci yang terrdapat dalam Al-Qurr'an dan al-

Hadits al-Murtawâtirah, yang berlu rm terrperngarurh olerh permahaman manursia. 

Mernurru rt Asaf A.A. Fyzerer, asy-syarī‘ah adalah kanon hu rku rm Islam, yaitur 

kerserlurru rhan perrintah Allah yang berrurpa nas-nas. Jadi, bidang i’tiqâdiyyah, 

‘amaliyah, dan khu rlurqiyah terrmasu rk dalam caku rpan asy-syarī‘ah ini. Ini 

adalah makna asy-syarī‘ah. Namu rn, mernurrurt urlama-urlama mu rtaakhirin, 

maknanya terlah mernyermpit. Mahmu rd Syalthûth mernjerlaskan bahwa asy-

syarī‘ah adalah hurkurm-hurkurm dan tata atu rran yang diberrikan Allah kerpada 

hamba-Nya urntu rk diperlajari ole rh manursia dalam merngatu rr hurburngan 

merrerka derngan Turhan, derngan sersama, derngan alam, dan de rngan serlurrurh 
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kerhidu rpan. Ali al-Sayis mernjerlaskan bahwa asy-syarī‘ah adalah hu rkurm-

hurkurm yang diberrikan olerh Allah kerpada hamba-Nya. 

Derngan mermahami perngerrtian ertimologi dari kata "maqa>s}id " dan " 

asy-syarī‘ah", kita dapat me rnjerlaskan perngerrtiannya sercara te rrminologi, 

yaitur maksurd ataur turjuran-turjuran disyari’atkannya hu rku rm Islam. Ini 

mernurnju rkkan bahwa maqa>s}id asy-syari>’ah  terrkait errat derngan hikmah dan 

"illat".28 Maqa>s}id asy-syari>’ah adalah mernerrapkan kerbaikan dan merncergah 

kerburrurkan serrta merraih manfaat sambil me rnolak madharat intinya, tu rjuran 

syariat adalah me rwurjurdkan kermanfaatan bagi manu rsia dan me rnghapurs 

kermadharatan, te rrmasurk asperk keradilan dan kermandirian. Maqa>s}id asy-

syari>’ah  merncakurp konserp yang me rnarik kermaslahatan atau r kerbaikan 

urntu rk mernghindari kerrurgian atau r kerjahatan, derngan mernjaga asperk-asperk 

serperrti agama, jiwa, akal, ke rturrurnan, dan harta.29 

2. Macam-Macam Maqa>s}id asy-syari>’ah  

Kelima komponen tersebut, dikenal sebagai uṣūl al-khamsah, sangat 

penting bagi al-ḍaruriyah, artinya harus dipertahankan bagaimanapun 

caranya. Sebagian ulama (uṣūl al-khamsah) telah menyusun lima bahan 

utama tersebut dalam urutan tertentu. Imam al-Ghazālī mengawalinya 

dengan menjunjung tinggi agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Imam 

al-Rāzi mempunyai alternatif lain. Beliau Menyusun lima komponen 

 
28 Ali Mutakin, “Teori Maqasid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode 

Istibath Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3 Tahun 2017, hlm. 549-551. 
29 Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqasid Syari’ah, terj. 

Paryadi (Bandung: Cempaka Putih,1998), hlm. 56. 
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pokok sebagai berikut: pemeliharaan jiwa, harta benda, nasab, agama, dan 

akal. Sedangkan Al-Shātībī berpandangan berbeda dan mengutamakan 

lima faktor, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Apa pun urutan 

pengucapan kelimatitik tersebut, terbukti dari variasi ini bahwa setiap titik 

mempunyai tempat dan fungsi yang sama, artinya tidak ada titik yang 

menggantikan titik lainnya. Seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid) 

harus memiliki pemikiran dan pemahaman yang kontekstual karena segala 

sesuatunya tergantung pada kesulitan yang berkaitan dengan situasi dan 

kondisi. Ini hanyalah keuntungan aktual dan dapat diterapkan secara luas 

yang dapat dicapai. 

1. Pemeliharaan Agama (muh}a>fad}ah Al-Din) 

Agama adalah studi sistematis tentang iman, ibadah, dan 

aturanaturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Rukun 

Islam dan rukun agama mencakup rangkuman segalanya. dengan 

mengamalkan segala sesuatu yang termasuk dalam landasan Islam dan 

agama. Manusia disebut sebagai orang yang melaksanakan kehendak 

al-Shar’i (Tuhan) dengan menaati seluruh aturan tersebut, termasuk 

menjunjung tinggi agama. 

2. Pemeliharaan Jiwa (muh}a>fad}ah Al-Nafs) 

Islam mengamanatkan pembentukan jiwa, termasuk penyediaan 

makanan pokok, air, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya 

menopang jiwa (diri) dan kelangsungan keberadaan manusia. Selain 

itu, ada al-diyah (denda), al-qiṣāṣ (hukuman yang pantas), dan al-
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kaffārah (tebusan) bagi orang-orang yang mencelakakan jiwa (dirinya) 

dan membahayakan dirinya sendiri. 

3. Pemeliharaan Akal (muh}a>fad}ah  Al-‘Aql) 

Komponen penting dari tubuh manusia adalah akal. Oleh karena 

itu, manusia mampu mengenali, mengalami, dan memahami segala 

sesuatu yang mungkin terjadi pada dirinya entah itu sesuatu yang 

bersifat internal atau eksternal. Hal ini disebabkan karena pikiran 

merupakan suatu gerak sekaligus bagian dari tubuh. Kemampuannya 

memanipulasi pikiran memungkinkan dia melakukan tindakan dengan 

bagian tubuh yang berbeda. 

4. Pemeliharaan Keturunan (muh}a>fad}ah Al-Nasl/Al-Nasb) 

Keturunan setiap orang adalah generasi penerusnya. Oleh karena 

itu, Islam memandang keturunan sebagai suatu kehormatan yang 

dianugerahkan kepada semua orang, dan oleh karena itu, setiap 

keturunan yang lahir ke dunia harus memiliki garis keturunan yang 

jelas dan sah serta sejalan dengan negara dan agama. Oleh karena itu, 

Islam melarang perzinahan demi melindungi keturunan. 

5. Pemeliharaan Harta (muh}a>fad}ah Al-Mal) 

Segala sesuatu di dunia ini, termasuk uang, pada akhirnya adalah 

milik Allah; segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya 

adalah pinjaman yang akan dikembalikan pada hari kiamat.30

 
30 Abdul Helim, Maqasid Al-Syari’ah versus Ushul Fiqh (Konsep dan 

Posisinyadalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hl.26. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jernis Pernerlitian yang digu rnakan kerpurstakaan hu rkurm (library 

rerserarch) mernggurnakan mertoder kuralitatif.31 Konserp yurridis normatif le rbih 

merngacur pada standar hu rkurm yang ditertapkan olerh perratu rran perrurndang-

urndangan dan pu rtursan perngadilan, serrta standar yang ada dan be rrkermbang di 

masyarakat.32 Murhaimin mernjerlaskan bahwa pernerlitian hurkurm normatif le rbih 

fokurs pada konserpsi, asas, dan kaidah hu rkurm daripada perrilaku r manursia yang 

mernerrapkan atau r mernjalankan perratu rran hurkurm dalam lermbaga hu rkurm ataur 

masyarakat. Objerk pernerlitian ini adalah siste rm norma. Sisterm norma hu rkurm 

yang mernjadi fokurs pernerlitian merlipu rti sermura u rnsurr norma hu rkurm, yang 

merncakurp nilai-nilai yang merngatu rr perrilakur manu rsia.  

Berberrapa u rnsurr norma hu rkurm yang dapat mernjadi objerk pernerlitian 

hurkurm normatif merlipurti norma dasar, asas-asas hurkurm, perratu rran perrurndang-

urndangan, perratu rran lermbaga nergara, perratu rran lermbaga-lermbaga hu rkurm, 

doktrin ataur ajaran hu rkurm, doku rmern kontrak, kerpurtursan perngadilan, 

kerpurtursan perjabat, serrta sergala berntu rk dokurmern hu rkurm lainnya yang dibu rat 

sercara formal dan me rmiliki kerkuratan hu rkurm yang merngikat.33 Purtursan 

 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15. 
32 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 

105. 
33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University 

Press,2020), hlm. 52. 
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Perngadilan Agama Pu rrbalingga Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG adalah obje rk 

pernerlitian pernerliti dalam pernerlitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pernerlitian ini me rngurnakan pernilitian hu rkurm normatif derngan pernderkatan 

kasurs caser approach. Pernerlitian hu rku rm normatif biasanya hanya me rrurpakan 

stu rdi dokurmern, yaitu r mernggurnakan su rmberr bahan hu rkurm serperrti kerpurtursan 

dan kertertapan perngadilan, kontrak, pe rrjanjian, dan te rori hurkurm. Pernggurnaan 

pernderkatan kasu rs, ju rga dikernal serbagai caser approach, merlibatkan 

permerriksaan berrbagai kasu rs yang terrkait derngan masalah yang dihadapi, yang 

terlah mernjadi kerpurtursan perngadilan yang me rmiliki kerkuratan hu rkurm yang 

tertap.  

Pernderkatan kasu rs ju rga dikernal serbagai pernderkatan caser approach 

dimaksu rdkan u rntu rk mernyerlidiki bagaimana atu rran ataur prinsip hu rkurm 

diterrapkan dalam praktik hu rkurm, terru rtama merngernai kasu rs-kasu rs yang terlah 

dipu rturskan serbagaimana yang dapat dilihat dalam yu rrisprurdernsi terrkait derngan 

masalah yang mernjadi foku rs pernerlitian. 

Mertoder pernerlitian yu rridis normatif yang digu rnakan dalam pe rnerlitian ini 

adalah derngan mermberrikan dasar-dasar perrtimbangan hakim di Pe rngadilan 

Agama Pu rrbalingga terrhadap perrkara wali a#ḍal pada pu rtursan Nomor: 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG. 
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C. Sumber Data  

1. Data Primerr 

Data primerr adalah data yang diku rmpu rlkan dari su rmberr langsurng, 

serperrti su rbjerk pernerlitian.34 Dalam pernerlitian ini, data pe rrimerr yang 

digu rnakan serbagai acu ran adalah Pu rtursan Perngadilan Agama Pu rrbalingga 

Pada Pu rtursan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG.  

Serlain itu r, informasi ini dipe rrolerh sercara langsurng dari para hakim 

dari Perngadilan Agama Pu rrbalingga, yaitu, Hakim Pe rngadilan Agama 

Purrbalingga, Drs. Nu rrsidik, M.H. 

2. Data Serkurnderr 

Su rmberr serkurnderr merncaku rp turlisan yang dibu rat olerh individur yang 

tidak langsu rng merlakurkan pernerlitian atau r mernermurkan terori. Contohnya 

terrmasu rk burkur bacaan, bu rkur terks, ernsikloperdia, artikerl-artikerl, dan majalah 

ilmiah yang diterrbitkan olerh perrgurruran tinggi di Indonersia. Artikerl-artikerl 

terrserbu rt urmurmnya dianggap se rbagai su rmberr serkurnderr karerna tidak 

langsurng terrlibat dalam prosers pernerlitian langsurng ataur pernermuran terori.35  

Su rmberr data serkurnderr yang digu rnakan dalam pe rnerlitian ini 

terrmasu rk burkur-burkur, UrUr No.1 tahurn 1974 terntang Perrkawinan, Pasal 2 

ayat 1, Pasal 13, Pasal 14 ayat 1, dan PMA No.30 tahu rn 2005 terntang Wali 

Hakim, Kompilasi Hu rkurm Islam, Kaidah maqa>s}id asy-syari>’ah. Serlain itur, 

 
 34 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.  

91. 
35 Rahmadi, Pengantar Mentodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 

2011), hlm. 41. 
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catatan tambahan terrmasurk skripsi, tersis, makalah, ju rrnal, dan su rmberr data 

lainnya yang rerlervan derngan pernerlitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berberrapa mertoder perngurmpu rlan data yang digu rnakan dalam pernerlitian 

ini adalah serbagai berrikurt: 

1. Dokumentasi 

Dokurmern ialah materri terrturlis ataur film, kercurali rerkaman yang tidak 

disiapkan karerna perrmintaan pernyidik. Serdangkan, rercord adalah sertiap 

perrnyataan te rrturlis yang dibu rat olerh serserorang ataur organisasi u rntu rk 

merngurji su ratu r perristiwa ataur urntu rk mernyajikan aku rntansi. Mertoder 

perngurmpu rlan data yang dikernal serbagai terknik dokurmerntasi adalah derngan 

mermerriksa doku rmern terrturlis, serperrti burkur, laporan, notu rlern rapat, catatan 

harian, dan se rbagainya, yang berrisi informasi atau r data yang dipe rrlurkan 

pernerliti.36 

2. Wawancara  

Wawancara me rrurpakan me rtoder yang digu rnakan u rntu rk merlakurkan 

perrtanyaan dan jawaban langsu rng antara pernerliti derngan rerspondern, 

narasurmberr, ataur informan gu rna merndapatkan informasi te rrterntu r. Mertoder 

ini berrgurna urntu rk mernggali informasi yang tidak dapat dipe rrolerh merlaluri 

perngamatan langsu rng. Wawancara dapat dilaku rkan derngan format berbas 

ataur mernggurnakan daftar perrtanyaan te rrstrurktu rr, namu rn pernting bagi 

 
36 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-

Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114. 
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pernerliti u rntu rk mermastikan data yang dipe rrlurkan terrkurmpu rl derngan baik. 

Prosers interraksi dan komu rnikasi dalam wawancara me rlibatkan 

perwawancara, rerspondern, narasu rmberr, ataur informan, serrta merncakurp 

daftar perrtanyaan dan kondisi te rmpat wawancara. Hasil dari wawancara 

sangat diperngarurhi olerh berrbagai faktor yang saling te rrkait dan 

mermperngarurhi satur sama lain.37 

Pernerlitian ini me rnggurnakan doku rmern ataur berrkas dari kasu rs wali 

a#ḍal yang dipu rturskan olerh Perngadilan Agama Pu rrbalingga derngan Nomor 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG.  

E. Metode Analisi Data 

Dalam analisis data ku ralitatif, prosers analisis data me rrurpakan u rpaya 

sistermatis urntu rk merncari, mernyursurn, dan me rmahami data yang dipe rrolerh dari 

wawancara, catatan lapangan, dan su rmberr lainnya. Turjuran urtamanya adalah 

agar data te rrserburt dapat dipahami de rngan mu rdah dan termu rannya dapat 

disampaikan kerpada orang lain. Prose rs analisis data me rlibatkan langkah-

langkah serperrti perngerlompokkan data, pe rnjabaran ker dalam urnit-urnit analisis, 

sintersis data, perngiderntifikasian pola atau r termuran pernting, serrta permbu ratan 

kersimpurlan yang dapat dimerngerrti olerh orang lain dan permbaca. 

 Dalam pernerlitian ku ralitatif, analisis data dilaku rkan serjak serberlurm 

mermasurki lapangan, serlama lapangan, dan se rterlah serlersai lapangan. Dalam 

pernerlitian ku ralitatif, analisis data dilaku rkan berrsamaan derngan perngurmpu rlan 

 
37 Sigit Sapto Nugroho dkk, Metodologi Riset Hukum, (Madiun: Oase Pustaka, 

2020), hlm. 71-72. 
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data. Faktanya, analisis data ku ralitatif dilaku rkan serlama prosers perngurmpu rlan 

data, burkan serterlahnya. Pernderkatan yang digu rnakan mernerntu rkan mertoder yang 

akan digu rnakan u rntu rk mernganalisis data dalam pe rnerlitian ku ralitatif. Urntu rk 

merndapatkan informasi lerbih lanjurt terntang sertiap langkah, lihat langkah-

langkah berrikurt:  

1. Rerdurksi Data 

Dalam terknik analisis data ku ralitatif, tahap rerdurksi data me rncakurp 

prosers pernyerderrhanaan, perngerlompokan, dan pernghapursan data yang tidak 

rerlervan. Tu rjurannya adalah u rnturk mernghasilkan informasi yang be rrmakna 

dan mermurdahkan permbu ratan kersimpu rlan. Rerdurksi data dipe rrlurkan u rntu rk 

merngatasi ju rmlah data yang bersar dan komple rks, serrta urntu rk mernerntu rkan 

rerlervansi data terrhadap tu rjuran akhir pernerlitian.  

2. Display Data 

Pernyajian data, yang ju rga dike rnal serbagai display data, merrurpakan 

bagian pernting dari terknik analisis data kuralitatif. Kertika ku rmpu rlan data 

disu rsurn sercara sistermatis dan mu rdah dipahami agar dapat me rnghasilkan 

kersimpu rlan, prosers ini dise rburt pernyajian data. Data ku ralitatif dapat 

disajikan dalam berrbagai berntu rk, serperrti matriks, grafik, jaringan, bagan, 

terks naratif, atau r catatan lapangan. Derngan pernyajian data yang te rpat, 

informasi yang terrkandurng dalam data akan terrorganisir dan disu rsurn dalam 

pola hu rburngan yang jerlas, serhingga mermperrmurdah permahaman dan 

interrprertasi olerh pernerliti ataur permbaca. 
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3. Kersimpu rlan dan Verrifikasi 

Pernarikan kersimpurlan dan verrifikasi data merrurpakan tahap akhir 

dalam terknik analisis data ku ralitatif. Pada tahap ini, data yang terlah 

direrdurksi tertap dikaji derngan merrurjurk pada tu rjuran analisis yang te rlah 

ditertapkan. Turjuran urtama dari tahap ini adalah urntu rk mernggali makna dari 

data yang diku rmpu rlkan derngan mernermurkan hurburngan, perrsamaan, atau r 

perrberdaan di antara be rrbagai erlermern data. Hal ini be rrturjuran urntu rk 

mernermu rkan solu rsi ataur permahaman yang lerbih dalam terrhadap masalah 

yang diterliti.38  

Mertoder ini digu rnakan urntu rk merngurmpu rlkan kersimpurlan dari su rmberr 

data pernerlitian saat ini te rntang pandangan hakim dalam perrkara wali a#ḍal 

serbagaimana terrjadi dalam Purtursan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG 

 
38 Sulistyawati, Buku Ajar Metode Penlitian Kualitatif, (Yogyakarta: K-Media, 

2023), hlm. 191-194. 
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BAB IV 

Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali A#ḍal 

Perspektif Maqa>s}id Asy-Syari>’ah Dalam Perkara 

No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga. 

A. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A 

Mengenai Wali A#ḍal 

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga 

a. Serjarah 

Gambar 1 

 

Surmberr: Di ambil saat obse rrvasi pada tanggal 23 April, 2024. 

Merngernai kerberradaan Perngadilan Agama Pu rrbalingga me rmang 

jaurh serberlurm masa kermerrderkan bahkan seriring derngan masu rknya 

agama Islam di Pu rrbalingga su rdah berrjalan. Namu rn barur dapat 

dikertahuri kerberradaan terrserbu rt sercara stru rktu rral murlai tahurn 1947, 
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yakni pada masa Kertura Perngadilan Agama Pu rrbalingga dijabat ole rh 

K.H. Iskandar derngan Hakim Anggota te rrdiri dari:  

1) K.H. Abdurl Mu rin. 

2) K.H. Ahmad Bahori. 

3) K.H. Sobrowi. 

4) K.H. Taftazani. 

5) K.H. Syahri. 

6) K.H. M. Hisyam Karimurllah. 

7) K.H. Baidlowi. 

8) K.H. Ahmad Danurn.  

Pada waktu r itur masih berrkantor di rurmah pribadi K.H. Iskandar 

Jalan Mayjern Panjaitan Nomor 65 Pu rrbalingga dan pada tahu rn 1979 

barur pindah di gerdurng Jalan Mayjern Panjaitan Nomor 117 Pu rrbalingga. 

Sermernjak itur sercara perrerodik Perngadilan Agama Pu rrbalingga dipimpin 

olerh Kertura sercara berrturrurt-turru rt: 

1 KH Iskandar (1947 - 1960) 

2 KH Siradj Chazin (1960 - 1970) 

3 Drs. Solihin (1970 - 1981) 

4 Drs. Amir Hasan Asy-Plt. 4 th. (1981 - 1987) 

5 Drs. H. Agurs Salim, S.H. (1987 - 1992) 

6 Drs. H. Murhaimin MS., S.H. (1992 - 2003) 

7 Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005) 

8 Dra. Hj. Siti Mu rniroh, S.H. Plt. (2005 - 2007) 
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9 Drs. H. Syadzali Mu rsthofa, S.H. (2007 - 2010) 

10 Drs. H. Noor Kholil, M.H. (2010 - 2012) 

11 H. Hasanurddin, S.H., M.H. (2012 - 2017) 

12 Hj. Sri Su rlistyani E rndang 

Sertyawati, S.H., M.S.I. 

(2017 - 2018) 

13 Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. (2018 - 2019) 

14 Drs. Taurfik, S.H., M.H. (2019 - 2020) 

15 Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. (April 2021 - Jurli 2021) 

16 Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. (Agurstu rs 2021 - 

Agurstu rs 2022) 

17 Drs. Jakfaroni, S.H. (Agurstu rs 2022 - 

Serkarang) 

Serdangkan urntu rk jabatan Wakil Kertura Perngadilan Agama 

Purrbalingga barur dapat dikertahuri serjak K.H A. Miftah Idris. Sermernjak 

itur sercara perrerodik Wakil Kertu ra dijabat sercara berrtu rrurt-turrurt: 

1 K.H. A. Miftah Idris (1984 - 2000) 

2 Dra. Hj. Siti Mu rniroh, S.H. (2000 - 2007) 

3 Drs. H. Su rdarmadi, S.H. (2007 - 2010) 

4 Drs, Abd. Rozaq, M.H. (2010 - 2013) 

5 Drs. H. Mahmu rd Hd. M.H. (2013 - 2017) 

6 Drs. H. Azid Izurddin, M.H. (2017 - 2018) 

7 Drs. Mu rhammad Dihyah Wahid (2019 - 2020) 
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8 A. Syarkawi, S.Ag., M.H. (2019 - 2021) 

9 H. Mahrurs, Lc., M.H. (2021 - 2022) 

10 Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. (2022 - Serkarang) 

Dasar Hurkurm Permberntu rkan Perngadilan Agama Pu rrbalingga: 

1. Statsblad Tahu rn 1882 No. 152 jo Statsblad Tahu rn 1937 No. 116. 

2. Urndang - Urndang Dasar tahu rn 1945. 

3. Urndang - Urndang Nomor 7 Tahu rn 1989. 

4. Urndang – Urndang Nomor 48 Tahu rn 2009. 

5. Urndang urndang Nomor 3 Tahu rn 2006 terntang Perru rbahan Urndang 

urndang Nomor 7 tahurn 1989. 

6. Urndang Urndang Nomor 50 Tahu rn 2009 terntang Perrurbahan 

Kerdura atas Urndang U rndang Nomor 7 Tahu rn 1989 te rntang 

Perradilan Agama.39 

b. Visi Misi 

Adapurn visi misi dari Perngadilan Agama Pu rrbalingga serbagai 

berrikurt: 

Visi: 

Terrwurjurdnya Perngadilan Agama Pu rrbalingga yang Agu rng. 

Misi: 

a) Merwurjurdkan perradilan yang mandiri dan inderperndernt, berbas dari 

campu rr tangan pihak lain. 

 
39 Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, “Profil Pengadilan Sejarah 

Pengadilan”, pa-purbalingga.go.id. 
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b) Merningkatkan profersionalisme r aparatu rr Perngadilan Agama 

Purrbalingga dalam mermberrikan perlayanan hurkurm dan keradilan. 

c) Merwurjurdkan manajermern Perngadilan Agama Pu rrbalingga yang 

moderrn, krerdiberl dan transparan. 

d) Merningkatkan kuralitas siste rm adinistrasi perrkara berrbasis 

Terknologi Informasi Terrpadu r.40 

c. Wilayah Yurridiksi 

Wilayah hurkurm Perngadilan Agama Pu rrbalingga me rwilayahi 

daerrah Kaburpatern Purrbalingga terrdiri dari: 

a. Kercamatan  : 18 

b. Dersa   : 224 

c. Kerlurrahan  : 15 

d. Batas Wilayah 

1) Serberlah Urtara : Kab. Permalang 

2) Serberlah Timurr : Kab. Banjarnergara 

3) Serberlah Serlatan : Kab. Banyu rmas 

4) Serberlah Barat : Kab. Brerbers 

e. Lertak Gerografis : 109° 11' BT - 109° 35' BT 7° 10' LS - 7° 

29' LS 

f. Luras Wilayah  : 77.764,122 ha / 777,64 Km2 

g. Jurmlah Perndurdurk : 1019840 Jiwa, Tahu rn 2022.41 

 
40 Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, “Profile Pengadilan Dan Visi Misi”, 

pa-purbalingga.go.id. 
41 Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, “Profile Pengadilan Wilayah 

Yuridiksi”, pa-purbalingga.go.id. 
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d. Stru rktu rr Organisasi 

Dalam urndang-urndang Nomor 7 Tahu rn 1989, amandermern 

urndangu rndang nomro 3 tahu rn 2006, amandermern u rndang-urndang 

nomor 50 tahu rn 2009 ayat 1 dinyatakan bahwa su rsurnan perngadilan 

Agama terrdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panite rra, Serkrertaris dan 

Jurru r sita. Adapu rn strurkturr organisasi Pe rngadilan Agama Pu rrbalingga 

adalah serbagai berrikurt: 

Kertura Drs. Jakfaroni, S.H 

Wakil kertura Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H 

Hakim Drs. Nurrsidik, M.H. 

Drs. Erndang Sofwan, M.H. 

Drs. Bariurdin, S.H. 

Dr. Drs. H. Sae rfurdin, S.H., 

M.H 

Awalu rdin Nurr Imawan, S.Ag. 

Serkerrtaris Rizal Zaernal Abidin, S.H. 

Kasu rbag Kerpergawaian dan Ortola Herri Kurrniawan, S.T. 

Kasu rbag Urmurm dan Kerurangan H. Mandurr, S.H. 

Arsiparis Diki Tri, S.Hurm. 

Berndahara Perngerluraran Harmoni Ikhda Ferbriana, S.E r. 

Perngerlola BMN Rerndra Wahyu r Hidayati, 

A.Md. 

Kasu rbag Perrernc. TI dan Perlaporan H. Slamert Sertiabu rdi 
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Analis Perrernc. Dan ErVLAP Yersi Lina Sari, S.E r. 

Paniterra Drs. Faurzan 

Paniterra Murda Gurgatan Gogot, S.H. 

Paniterra Murda Perrmohonan Abdurl Hafid, S.Kom., S.H. 

Paniterra Murda Hurkurm Ahmad Rathomi, S.H. 

Analis Perrkara Perradilan Rourf Fajrin, S.H. 

Fergi Herrnawan, S.H. 

Rahadian Bagurs, S.H. 

Perngadministrasi Rergistrasi 

Perrkara 

Siska Sertianingsih, A.Md. 

Perngerlola Perrkara Serkar Tanju rng, M.Pd 

Ju rrursita Ahmad Fatrurdin 

Ju rrursita Perngganti Arini Al Haq, S.H. 

Paniterra Perngganti Ghofurr Dwi Surlarso, S.H. 

Yursurf Erferndi, S.H. 

Arierf Rahadi Tridasa, S.H.42 

2. Daftar Riwayat Hidup Hakim 

a. Drs. Nurrsidik, M.H. (Hakim Pe rngadilan Agama Pu rrbalingga 

serkarang) 

Nama Lerngkap Drs. Nurrsidik, M.H. 

 
42 Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, “Profile Pengadilan Struktur 

Organisasi”, pa-purbalingga.go.id. 
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Jabatan Hakim Perngadilan Agama 

Purrbalingga 

Pangkat dan Gololngan Permbina Urtama Murda/IV/d 

Termpat Tanggal Lahir Brerbers, 10 Novermberr 1966 

Jernis Kerlamin Laki-laki 

Agama  Islam 

Riwayat Perndidikan − S2 Urniverrsitas Su rltan 

Agurng Sermarang 

− S1 IAIN Walisongo 

Sermarang 

− SMA Pursponergoro 01 

Brerbers 

− SMP Nergerri 03 Brerbers 

− SDN 01 Klampok 

Alamat Ru rmah Brerbers 

Riwayat Perkerrjaan − CPNS PA Toli-Toli 

(1993) 

− PNS PA Toli-Toli (1994) 

− Hakim PA Toli-Toli 

(1997) 

− Hakim PA Tanggamu rs 

(2001) 
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− Hakim PA Kaje rn (2004) 

− Hakim PA Slawi (2012) 

− Hakim PA Brerbers (2018) 

− Hakim PA Pu rrbalingga 

(serkarang) 

 

3. Pandangan Hakim Mengenai Perkara Wali A#ḍal 

Berrdasarkan wawancara de rngan hakim di Pe rngadilan Agama 

Purrbalingga, latar berlakang adanya perrkara wali a#ḍal itur karerna pernolakan 

wali u rntu rk mernikahkan anak perrermpu ran yang berrakal dan su rdah baligh 

derngan pria yang serpadan derngan perrermpu ran itur. Jika serorang wanita terlah 

merminta kerpada walinya u rntu rk dinikahkan dan masing-masing calon 

mermperlai saling merncintai, maka pe rnolakan terrserburt dilarang me rnururt 

syara’. Jika calon mermperlai perrermpu ran tidak serturjur, merrerka dapat 

merngaju rkan perrmohonan pernertapan wali a#ḍal ker Perngadilan Agama yang 

berrlokasi di KU rA yang me rngerlu rarkan su rrat pernolak. Pasal 19 sampai 

derngan 23 Kompilasi Hurkurm Islam dan Pasal 18 Perratu rran Mernterri Agama 

Nomor 11 Tahu rn 2007 terntang Perncatatan Nikah me rngatu rr bahwa 

perrkawinan, te rrurtama yang dilaku rkan olerh orang Islam, me rmerrlurkan 

kerhadiran wali nikah.43 

 
43 Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara pada tanggal 6 

Mei 2024. 
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Proserdurr dalam pernyerlersain perrkara wali a#ḍal mernu rrurt perndapat 

hakim Perngadilan Agama Pu rrbalingga yaitu r Perrkara wali a#ḍal harurs 

diserlersaikan di Perngadilan Agama, se rperrti tata cara perngaju ran perrkara 

lainnya. Ini dimu rlai derngan perngaju ran perrkara, serterlah itu r pihak 

perngadilan me rmerriksanya, serberlu rm mermurturskan u rnturk diprosers dalam 

perrsidangan. Perrsidangan adalah te rmpat ataur merdia urntu rk mermbicarakan 

suratu r masalah dalam su ratur komu rnitas di mana terrdapat perrberdaan perndapat 

dan kerperntingan yang nyata dimiliki olerhnya. Perrsidangan itu r serndiri 

dibu rat merlaluri merkanismer-merkanismer yang terlah dibu rat serberlurmnya.  

Permerriksaan perrmohonan wali a#ḍal di Perngadilan Agama pada 

dasarnya sama de rngan permerriksaan perrmohonan ataur perrkara volu rntair 

lainnya. Salah satu r perrberdaannya adalah pe rrlurnya mernderngarkan 

kerterrangan wali permohon urntu rk merngertahuri merngapa dia mernolak. Dalam 

permerriksaan perrmohonan wali a#ḍal, permohon harurs mermbu rktikan tiga hal, 

yaitur apakah wali nasab yang be rrhak me rnikahkannya adalah a#ḍal, apakah 

permohon (calon mermperlai perrermpu ran) dan calon mermperlai laki-laki terlah 

merncapai kerserpakatan ataur perrserturjuran urntu rk mernikah, apakah calon 

mermperlai laki-laki kafa'ah (serimbang, sertara) derngan permohon dalam hal 

agama, statu rs sosial, perkerrjaan, dll. Erlermern kertiga di atas harurs dibu rktikan 

olerh permohon, karerna merrerka adalah erlermern kurmurlatif, wali tidak dapat 
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ditertapkan serbagai a#ḍal jika salah satu rnya tidak dapat dibu rktikan ataur tidak 

terrpernu rhi.44 

Perrtimbangan hakim dalam me rnertapkan bahwa wali permohon bernar-

bernar a#ḍal dan permohon tertap pada perrmohonnanya, mu rngkin adakalnya 

Majerlis Hakim akan me rnolak perrmohonan permohon. Ditolaknya 

perrmohonan wali a#ḍal ada alasan pe rrtimbangan hakim me rnurrurt perndapat 

hakim Perngadilan Agama Pu rrbalingga yaitu r tidak terrburkti yang di dalilkan 

permohon, dalam pasal 163 HIR yang berrburnyi, “Barangsiapa yang 

merngatakan ia me rmpu rnyai hak, atau r ia mernyerburtkan su ratu r perrburatan 

urntu rk mernguratkan haknya itu r, ataur urntu rk mermbantah hak orang lain, maka 

orang itu r harurs mermbu rktikan adanya hak itu r ataur adanya kerjadian itu r”. 

Dalam perrkara wali a#ḍal jurga di lihat dari alasan wali nasabnya itu r serndiri, 

jika wali nasab dalam pe rrkara wali a#ḍal mernolak serbagai wali dikarernakan 

sersurai syariat islam, Maka Me rjerlis Hakim akan me rnolak perrmohonan 

permohon. Adapurn alasan-alasan kererngganan wali yang dibe rnarkan syara’ 

antara lain, wali yang ada di bawah pe rrwaliannya itu r surdah dipinang orang 

lain, calon surami jerlerk akhlaknya, calon su rami berrberda agama dan calon 

surami cacat badan. 

Dalam perrsidangan, wali be rrfurngsi serbagai saksi urtama dalam 

perrkara yang diaju rkan olerh permohon. Permohon harurs mermbu rktikan 

a#ḍalnya wali derngan mernghadirkan para saksi. Me rnu rrurt pasal 164 

 
44 Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara pada tanggal 6 

Mei 2024. 
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HIR/RBG yang me rnyatakan bahwa je rnis burkti ini te rrmasu rk burkti su rrat, 

saksi, perrsangkaan, perngakuran, dan su rmpah. Saksi adalah alat bu rkti yang 

dapat mernguratkan perrkara dalam perrsidangan. Namu rn jika dalam 

perrsidangan permohon tidak dapat mernghadirkan para saksi, Majerlis Hakim 

dapat saja me rnolak perrmohonan permohon karerna tidak dapat me rlerngkapi 

burkti-bu rkti urnturk perrihal a#ḍalnya wali. Akibat hu rkurmnya bahwa permohon 

dan calon su rami permohon tidak dapat merndaftarakan perrnikahan di Kantor 

Urrursan Agama, akan ditolak atau r tidak dapat dilaksanakan karerna tidak 

dapat merlerngkapi perrsyaratan berrurpa pernertapan Perngadilan Agama 

terntang mogok (a#ḍal) nya wali.  

Ditolaknya perrmohonan wali a#ḍal di Perngadilan Agama, permohon 

dan calon su rami permohon bisa saja me rngaju rkan perrmohonan kasasi, 

iturpurn derngan perrsyaratan dan pe rmbu rktian yang ku rat. Perrmohonan kasasi 

itur serndiri adalah u rpaya hu rkurm yang diaju rkan kerpada Mahkamah Agu rng 

urntu rk mermbatalkan purtursan Perngadilan tingkat te rrakhir di sermura 

lingkurngan perradilan. Jika perrmohonan kasasi diterrima, Mahkamah Agurng 

akan merngadili serndiri dan mermbatalkan kerpurtursan Perngadilan di tingkat 

banding terrserburt. Catatan, kertura permerrintah mermurturskan bahwa permohon 

kasasi yang tidak me rmernurhi perrsyaratan formil u rntu rk perrmohonan kasasi 

tidak dapat dite rrima, dan berrkas perrkaranya tidak dikirim ke r Mahkamah 

Agurng (Serma No 11 Tahu rn 2010 jo. Serma No 8 Tahu rn 2011). Karerna 

perrkara wali a#ḍal adalah bagian dari perrmohonan, dan kerpurtursannya 

berrsifat volu rntair. Perrkara volu rntair itu r serndiri adalah perrkara 
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perrmohonan, perrkara yang diaju rkan kerpada Kertura Perngadilan dalam 

berntu rk perrmohonan yang ditandatangani ole rh permohon ataur kurasanya. 

Perrmohonan ini me rrurpakan kerperntingan serpihak perngadu ran dan tidak 

merngandu rng serngkerta derngan pihak lain. Jadi wali nasab itu r burkan pihak, 

jika perrmohonan wali a#ḍal itur dikaburlkan, wali tidak bisa me rlakurkan 

kasasi banding, bisanya me rngaju rkan perrkara lain yaitu r perrmohonan 

perncergahan perrkawinan.45 

B. Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali A#ḍal Dalam 

Perkara No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga 

1. Pertimbangan Alat Bukti 

Alat bu rkti sangat pernting u rntu rk permbu rktian dan me rmperrtahankan 

hak-haknya di derpan perngadilan. Merrerka ju rga dapat digu rnakan serbagai 

alasan u rntu rk merngaju rkan perrkara di Pe rngadilan Agama. Hakim haru rs 

mermperrtimbangkan alat burkti yang dike rlurarkan olerh pihak yang 

berrperrkara u rntu rk merndurkurng argurmern yang digu rnakan dalam gu rgatan ataur 

perrmohonan merrerka. Alat burkti yang sah di Indone rsia terrmasurk su rrat, 

saksi, perrsangkaan, perngakuran, dan su rmpah, mernurrurt Pasal 164 HIR, 284 

R.Bg, dan Pasal 1866 KU rH Perrdata.46 

Dalam Perrkara nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG me rru rpakan perrkara 

wali a#ḍal. Adapurn alat bu rkti yang diaju rkan olerh permohon diantaranya, fc 

 
45 Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara pada tanggal 6 

Mei 2024. 
46 Faisal Zukfikar & Arif Rahman, “Kekuatan Testimonium De Auditu Pada 

Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Al-Ahkam Jurnal Hukum Keluarga, 

Vol. 13, No. 1, Tahun 2021, hlm. 57-58. 
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KTP nomor XXX tanggal XXX atas nama pe rmohon yang dikerlurarkan olerh 

Dinas Kerperndurdurkan dan Perncatatan Sipil Kabu rpatern Pu rrbalingga. Bu rkti 

surrat terrserburt terlah diberri materrai curkurp dan terlah dicocokan derngan 

aslinya yang te rrnyata sersurai, lalu r olerh Kertura Majerlis dibe rri tanda P.1, 

tanggal dan diparaf. Fc su rrat pernolakan dari KUrA Kercamatan Kabu rpatern 

Purrbalingga nomor XXX yang dike rlurarkan olerh KUrA Kabu rpatern 

Purrbalingga. Bu rkti su rrat terrserbu rt terlah diberri materrai cu rkurp dan terlah 

dicocokan derngan aslinya yang te rrnyata sersurai, lalur olerh Kertura Majerlis 

Hakim diberri tanda P.2, tanggal dan paraf.47 

Serlain alat bu rkti surrat, perrkara nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG 

permohon ju rga merngaju rkan kerterrangan saksi serbagai dalil atas 

perrmohonannya. Permohon mermbawa saksi se rbanyak 2 saksi ke rdalam 

perrsidangan. Saksi te rrserburt diantarannya paman pe rmohon dan te rtangga 

permohon. Kerdura saksi terrserburt su rdah dianggap cakap hu rku rm dan surdah di 

surmpah serhingga mampu r mermberrikan kerterrangan di derpan perrsidangan. 

Kerterrangan saksi 1, urmurr 61 tahu rn, Agama Islam, Pe rndidikan 

Serkolah Dasar, Perkerrjaan pertani, termpat tinggal di Kabu rpatern Pu rralingga. 

Ia mermberrikan kerterrangan bahswa saksi ke rnal derngan permohon karerna 

saksi merrurpakan paman permohon dan me rngernal calon su rami permohon. 

Saksi me rngertahuri bahwa ayah kandu rng permohon, serdangkan kakerk 

permohon yang Berrnama Sastrodiwiryo te rlah merninggal du rnia dan 

permohon ju rga mermpu rnyai adik laki-laki akan te rtapi berlurm derwasa. 

 
47 Salinan Putusan Nomor: 348/Pft.P/2022/PA.PBG, Tidak diterbitkan. 
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Mernurru rt kerterrangan saksi, kerlurarga calon su rami permohon su rdah datang ker 

rurmah orang tu ra permohon urntu rk merlamar permohon, tertapi yang mernerrima 

adalah ibu r permohon. Calon su rami permohon dan permohon berrstatu rs jerjaka 

dan perrawan tidak serdang terrikat perrkawinan derngan orang lain. Saksi 

merngatakan bahwa, pe rmohon merngaju rkan perrmohonan wali a#ḍal ini 

karerna perrmohonan permohon derngan calon su rami su raminya u rntu rk 

mernikah di KUrA Kaburpatern Pu rrbalingga ditolak, karerna ayah kandu rng 

permohon ataur wali nikah permohon tidak mau r ataur mogok (a#ḍal) 

mernikahkan permohon derngan calon su raminya, derngan tidak me rnjerlaskan 

alasannya. Mernurrurt kerterrangan saksi bahwa, calon su rami permohon 

perkerrjaannya swasta dan su rdah mermpu rnyai pernghasilan yang Insya Allah 

curkurp u rntu rk kerburturhan kerlurarga kerlak. Antara permohon derngan calon 

suraminya tidak ada hu rburngan nasab atau r hal-hal yang dapat me rnghalangi 

perrnikahannya sercara syariat. Pe rmohon dan calon su rami surdah perrnah 

merngaju rkan perrmohonan ijin me rnikah di KUrA Kercamatan Kabu rpatern 

Purrbalingga te rtapi ditolak karerna wali nikah tidak mau r mernikahan. Saksi 

merngatakan bahwa, saksi su rdah berrursaha mermberrikan naserhat kerpada 

ayah permohon tertapi tidak berrhasil. 

Kerterrangan saksi 2, u rmurr 66 tahu rn, Agama Islam, Pe rndidikan 

Serkolah Dasar, Pe rkerrjaan perdagang, te rmpat tingga di Kabu rpatern 

Purrbalingga. Ia me rmberrikan kerterrangan bahwa saksi me rru rpakan tertangga 

permohon dan merngernal calon su rami permohon. Saksi merngertahuri bahwa 

ayah kandu rng permohon, serdangkan kakerk permohon, saksi tidak 
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merngertahuri namanya akan te rtapi terlah merninggal dan permohon 

mermpu rnyai adik laki-laki akan te rtapi berlurm derwasa. Saksi me rngertahuri 

bahwa kerlurarga calon su rami permohon su rdah datang ker ru rmah orang tu ra 

permohon u rntu rk merlamar permohon, tapi yang me rnerrima adalah ibu r 

permohon. Mernurrurt kerterrangan saksi ju rga, bahwa calon su rami permohon 

dan permohon masing-masing berrstatu rs jerjaka dan perrawan dan tidak 

serdang dalam te rrikat perrkawinan derngan orang lain. Saksi merngatakan 

bahwa, permohon merngaju rkan perrmohonan wali a#ḍal ini karerna 

perrmohonan permohon derngan calon su raminya u rntu rk mernikah di KUrA 

Kaburpatern Pu rrbalingga ditolak karerna ayah kandu rng permohon ataur wali 

nikah permohon tidak maur ataur mogok (a#ḍal) mernikahkan permohon dan 

calon su raminya dari kerterrangannya ayah pe rmohon tidak me rnjerlaskan 

alasannya. Mernurrurt kerterrangan saksi bahwa, calon su rami permohon 

perkerrjaannya swasta dan su rdah mermpu rnyai pernghasilan yang Insya Allah 

curkurp u rntu rk kerburturhan kerlurarga kerlak. Serdangkan antara pe rmohon dan 

calon su raminya tidak ada hu rburngan nasab atau r hal-hal yang merngahalangi 

perrnikannya sercara syariat. Pe rmohon dan calon su rami su rdah perrnah 

merngaju rkan perrmohonan ijin me rnikah di KUrA Kercamatan Kabu rpatern 

Purrbalingga te rtapi ditolak karerna wali nikah tidak mau r mernikahan. Saksi 

merngatakan bahwa, saksi su rdah berrursaha mermberrikan naserhat kerpada 

ayah permohon tertapi tidak berrhasil.48 

 

 
48 Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 5-7. Tidak di Terbitkan 
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2. Fakta Hukum 

Berrdasarkan dalil-dalil perrmohonan yang disampaikan ole rh 

permohon dan didasarkan pada bu rkti su rrat kerterrangan para saksi yang 

diberrikan pada perrsidangan, mernermurkan fakta kerjadian serbagai berrikurt; 

permohon mermpu rnyai burkti su rrat pernolakan dari KUrA Kercamatan 

Kaburpatern Pu rrbalingga yang me rnerrangkan pernolakan karerna a#ḍal; 

Kerlurarga permohon dan kerlurarga calon su rami permohon su rdah saling 

berrtermu r, bahwa kerlurarga calon su rami permohon su rdah datang ker rurmah 

orang tu ra permohon urntu rk merlamar permohon, tapi yang me rnerrima adalah 

ibu r permohon; Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama 

Purbalingga menetapkan a#ḍalnya wali pemohon, dan menunjuk Kepala 

Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim dalam 

pernikahannya; Antara pe rmohon dan calon su rami berrstatu rs perrawan dan 

jerjaka tidak se rdang terrikat perrkawinan derngan orang lain dan tidak ada 

hurburngan nasab atau r hal-hal yang dapat mernghalangi perrnikahan permohon 

dan calon su raminya sercara syariat; Calon su rami permohon perkerrjannya 

swasta dan me rmpu rnyai pernghasilan yang Insya Allah cu rkurp urntu rk 

kerburturhan kerlurarganya kerlak; Ayah kandu rng permohon tidak maur 

mernikahkan permohon derngan calon su rami permohon derngan tidak 

mernjerlaskan alasannya; Bahwa ayah kandu rng permohon serlakur wali dari 

permohon terlah dipanggil sercara rersmi dan patu rt urntu rk hadir diperrsidangan 

gurna dimintai ke rterrangan olerh majerlis namu rn tidak hadir.49 

 
49 Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 3-9. Tidak di Terbitkan 
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3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Permohon dan calon su rami permohon dalam mernguratkan dalil-dalil 

perrmohonannya terlah merngaju rkan bu rkti. Bu rkti-burkti terrserburt masing-

masing berrurpa foto copy yang terlah berrmaterrai curkurp dan dilergalisir serrta 

dicocokkan derngan aslinya, maka be rrdasarkan Pasal 165 HIR bu rkti 

terrserbu rt sercara formil dapat dite rrima u rntu rk diperrtimbangkan. Disamping 

burkti permohon jurga merngaju rkan 2 orang saksi. Saksi-saksi terrserburt terlah 

mermberrikan kerterrangan dibawah su rmpah terrhadap perristiwa ataur kerjadian 

berrdasarkan pernglihatan dan perngertahurannya serndiri serrta kerterrangannya 

saling berrsersuraian. Maka berrdasarka Pasal 172 HIR saksi te rrserburt sercara 

formil dan materril dapat diterrima u rntu rk diperrtimbangkan. 

Perrkara ini terrmasurk dalam bidang perrkawinan serhingga berrdasarkan 

Pasal 49 ayat (1) hu rrurf (a) Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 1989 yang 

terlah diu rbah derngan Urndang-Urndang Nomor 3 Tahu rn 2006 dan perrurbahan 

kerdura derngan Urndang-Urndang Nomor 50 Tahu rn 2009, Perngadilan Agama 

sercara absolu rt berrwernang merngadili perrkara ini. 

Berrdasarkan bu rkti permohon, yang serkarang berrurmurr 22 tahu rn yang 

berrstatu rs perrawan, maka u rntu rk merlangsurngkan perrkawinan kerduranya 

surdah mermernurhi batas maksimal u rsia diizinkan u rntu rk mernikah sersurai 

kerterntu ran Pasal 1 Angka 1 U rndang-Urndang Nomor 16 Tahu rn 2019 yang 

merrurbah kerterntu ran Pasal 7 Urndang-Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 jo Pasal 

15 Kompilasi Hu rkurm Islam. Pe rmohon dan calon su rami permohon terlah 
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sama-sama mernyatakan perrsertu rjuran dan kerherndak urntu rk merlakurkan 

perrnikahan, bahkan su rdah tidak maur dipisahkan antara kerdu ranya, serhingga 

syarat perrkawinan serbagaimana dike rherndaki Pasal 6 Ayat 2 U rndang-

Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hu rku rm Islam terlah 

terrpernu rhi. Dalam kerterrangan saksi ju rga antara permohon dan calon su rami 

permohon tidak ada hu rburngan nasab, se rmernda mau rpurn su rsuran jadi tidak 

terrdapat larangan perrkawinan serbagimana diatu rr dalam Pasal 8 Urndang-

Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hu rkurm Islam. 

Sersurai derngan prinsip yang te rrkandurng dalam U rndang-Urndang 

Nomor 1 Tahu rn 1974 yang te rlah diu rbah derngan Urndang-Urndang Nomor 

16 Tahu rn 2019 terntang perrkawinan adanya kerterrlibatan kerlurarga urntu rk 

merrerstu ri su ratu r perrkawinan dermi te rrwurjurdnya tu rjuran lu rhu rr perrkawinan 

dalam mermbina rurmah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, de rngan 

diridhoi ole rh Allah SWT. Maka se rberlurm akad nikah dilaksanakan, 

herndaklah wali hakim me rminta lagi kerpada wali nasab u rntu rk mernikahkan 

permohon derngan calon su raminya, sersurai derngan kerterntu ran Pasal 2 dan 

Pasal 5 Perratu rran Mernterri Agama RI Nomor 30 Tahu rn 2005 Terntang Wali 

Hakim, Pasal 12 dan Pasal 13 Pe rratu rran Mernterri Agama RI Nomor 20 

Tahurn 2019 Terntang Perncatatan Nikah dan Pasal 23 Kompilasi Hu rkurm 

Islam. Berrdasarkan Pasal 89 Ayat (1) U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 

1989 yang te rlah diurbah derngan Urndang-Urndang Nomor 3 Tahurn 2006 

serrta diu rbah derngan Urndang-Urndang Nomor 50 Tahu rn 2009, maka biaya 

yang timbu rl akibat perrkara ini dibe rbankan kerpada permohon. 
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Adapu rn dasar perrtimbangan ole rh hakim di dalam me rmurturs perrara 

wali a#ḍal nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG yaitu r serbagai berrikurt:50 

1) Pasal 165 HIR te rntang bu rkti akta au rterntik dan Pasal 172 te rntang 

saksi. Dalam hal ini, burkti dan saksi terrserburt sercara formil dan materril 

dapat diterrima urntu rk diperrtimbangkan olerh Majerlis Hakim. 

2) Pasal 49 ayat (1) hu rrurf (a) U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 1989 

yang terlah diu rbah derngan Urndang-Urndang Nomor 3 Tahu rn 2006 dan 

perrurbahan kerdura derngan U rndang-Urndang Nomor 50 Tahu rn 2009. 

Perratu rran terrserburt mermbahas terntang Perngadilan Agama se rcara 

absolu rt berrwernang merngadili pe rrkara. 

3) Pasal 1 angka 1 U rndang-Urndang Nomor 16 Tahu rn 2019 yang 

merrurbah kerterntu ran Pasal 7 Urndang-Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 jo 

Pasal 15 Kompilasi Hu rku rm Islam. Perratu rran terrserburt mermbahas 

terntang batas minimal u rsia yang diizinikan u rntu rk mernikah. 

4) Pasal 6 ayat 2 U rndang-Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 jo Pasal 15 

Kompilasi Hu rkurm Islam. Pe rratu rran terrserburt mermbahas terntang 

perrkawinan harurs didasarkan atas perrserturjuran kerdura calon mermperlai. 

5) Pasal 8 U rndang-Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 jo Pasal 39 dan 40 

Kompilasi Hu rkurm Islam. Perratu rran terrserburt mermbahas terntang 

dilarang merlangsurngkan perrkawinan antara serorang pria dan se rorang 

wanita dikarernakan serbab ataur keradaan terrterntu r. 

 
50 Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 8-11. Tidak di 

Terbitkan 
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6) Urndang-Urndang Nomor 1 Tahu rn 1974 yang te rlah diu rbah derngan 

Urndang-Urndang Nomor 16 Tahu rn 2019. Perratu rran terrserburt 

mermbahas terntang perrkawinan adanya ke rterrlibatan kerlurarga u rntu rk 

merrerstu ri su ratu r perrkawinan dermi terrwurjurdnya tu rjuran lurhurr 

perrkawinan dalam mermbina rurmah tangga yang Sakinah, mawaddah, 

warahmah, derngan diridhoi olerh Allah SWT. 

7) Pasal 2 dan Pasal 5 Pe rratu rran Mernterri Agama RI Nomor 30 Tahu rn 

2005 terntang wali hakim. 

8) Pasal 12 dan Pasal 13 Perratu rran Mernterri Agama RI Nomor 20 Tahu rn 

2019 terntang perncatatan nikah dan Pasal 23 Kompilasi Hu rkurm Islam 

terntang wali hakim. 

9) Pasal 89 ayat (1) U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 1989 yang te rlah 

diu rbah derngan Urndang-Urndang Nomor 3 Tahu rn 2006 se rrta diu rbah 

derngan Urndang-Urndang Nomor 50 Tahu rn 2009 terntang perradilan 

agama. 

4. Pertimbangan Berdasarkan Dalil Syar’i 

Dalam perrkara nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, maje rlis hakim perrlur 

merngurtip dalil syar’i yang se rlanju rtnya diambil alih me rnjadi perndapat 

majerlis serbagaimana yang terrdapat dalam:51 

a. Kitab Syarqawi ala al Tahrir ju rz II halaman 230 

 
51 Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 10. Tidak di Terbitkan 
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ف  ع اظِلُ ف لا   افِ م ااِذ اح ظ ر ف ا نَّهُ ا نْ زُو جِ  ف  ق دْ ح ط ل  الْف رْظُ و الا  فِْ ح اِ ئل  ت  ع عَّزِ زهُُ بِِ لا 

ن  يْتِهِ عِنْد حُظُوْرهِِ   م عْنى  للبِلْبِي ْ

Artinya: “Urntu rk mernertapkan adanya sikap adlal 

(ernggan) wali, haru rs adanya perrmohonan wali yang 

berrsangkurtan urntu rk mernikahkan di derpan Hakim se rtalah 

hakim mermerrintahkan u rntu rk itu r. Serdangkan kerdura calon 

mermperlai hadir ataur adanya bu rkti terntang kea#ḍalannya karerna 

ia mermbangkang atau r berrsermbu rnyi (tidak maur hadir)”. 

b. Hadist Nabi dari Aisyah RA Riwayat al- Arba’ah kercu ra Nasa’i yang 

disahkan olerh Ibnur Awanah, Ibnu r Hibban dan Al-Hakim 

نِك اح  اِلا بِو لِِ ِ و السُلْط انُ و لِر م نْ لا و لَِّ ل هُ   …………لا 

Artinya: …….” Apabila wali tidak ada atau r adlal, maka 

hakim serbagai wali bagi orang yang tidak me rmpurnyai wali” 

(Surburlursalam III halaman 118). 

C. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Diakabulkannya Perkara Wali 

A#ḍal No.348/Pdt.P/PA. PBG Dalam Perspektif Maqa>s}id asy-syari>’ah   

Mernurrurt terori rasio derciderndi yang diu rsurlkan olerh MacKernzier, kertika 

hakim mermbu rat kerpurtursan, merrerka harurs mermperrtimbangkan dasar filsafat 

yang berrhurburngan derngan dasar pe rratu rran perrurndang-urndangan. Ratio 

derciderndi merngharurskan hakim mermu rturskan suratu r perrkara berrdasarkan fakta-

fakta materrial (materrial fact). Olerh karerna itur, hakim harurs berrtindak bijaksana 

kertika mermbu rat kerpurtursan dalam kasu rs yang komplerks dan surlit. Serlain itur, 
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rasio derciderndi ataur perrtimbangan hu rkurm hakim ju rga haru rs 

mermperrtimbangkan asperk pernergakan hu rkurm dan keryakinan hu rkurm saat 

mermbu rat kerpurtursan.  

Purtursan yang dibu rat olerh hakim dalam su ratu r kasu rs terrdiri dari 

perrtimbangan te rntang produ rk perrkara sercara langsurng, yang dise rburt derngan 

ratio derciderndi. Pu rtursan yang dibu rat dalam kasu rs ini ju rga terrmasurk 

perrtimbangan yang sifatnya se rpintas lalu r, kadang-kadang tidak rerlervan, yang 

tidak sercara langsu rng berrkaitan derngan pokok pe rrkara diserburt derngan obiterr 

dicturm. Para pihak yang berrserngkerta diikat ole rh perrtimbangan atau r alasan yang 

sercara langsu rng berrkaitan derngan pokok perrkara, yaitu r norma hu rkurm yang 

mernjadi dasar pu rtursan ini. Dalam hal mernjaturhkan purtursan, jika terrdapat salah 

satu r pihak yang masih tidak mernerrima pu rtursan hakim maka dapat merngaju rkan 

urpaya hurku rm, baik biasa (Banding, Kasasi, Verrzert) maurpu rn lu rar biasa 

(Perninjauran Kermbali dan Kasasi dermi kerperntingan hu rkurm).52  

Serperrti yang terlah dijerlaskan olerh pernurlis serberlu rmnya terntang 

permaparan perrkara wali a#ḍal. Majerlis Hakim me rmu rturskan urntu rk 

dikaburlkan perrmohonan permohon karerna tidak berrterntangan derngan Hurkurm 

Islam dan Pe rratu rran Perrurndang-urndangan dalam pernertapan Nomor: 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG. Pe rrmohonan pernertapan wali a#ḍal yang dilaku rkan 

olerh Perngadilan Agama Pu rrbalingga me rmiliki banyak manfaat. Se rlain 

mernyerlersaikan masalah wali nasab yang tidak ingin me rnjadi wali nikah anak 

 
52 Muhammad Faza Alfalah, Kristiyadi, “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya 

Peninjauan Kembali Pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/Pk/PID.SUS/2022), 

Jurnal Verstek, Vol. 11, No. 4 Tahun 2023, hal. 557-558. 
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perrermpu rannya, perrmohonan ini ju rga dapat merningkatkan kersadaran 

masyarakat akan perntingnya wali nasab dalam perrnikahan.  

Berrdasarkan wawancara de rngan Hakim Perngadilan Agama 

Purrbalingga me rngernai perrmohonan wali a#ḍal ini bisa ditinjau r dari maqa>s}id 

asy-syari>’ah. Mernurrurtnya dalam maqa>s}id asy-syari>’ah itur serndiri adanya h}ifz}h 

al-nas}l (mermerlihara kerturrurnan) dan (mermerlihara agama) h}ifz}h al-din.53 

Dalam hal ini, Perngadilan Agama Pu rrbalingga terlah me rnertapkan wali 

a#ḍal ini te rrmasurk dalam h}ifz}h al-nas}l, yang merrurpakan mertoder pernerrapan 

maqa>s}id asy-syari>’ah yang mernerkankan manfaatnya dan me rniadakan 

madharatnya. Su ratu r hal yang tidak ada nash hurkurmnya dalam Al-Qurr'an ataur 

hadits dan yang baik olerh akal serhat. Derngan mermperrtimbangkan, kita dapat 

berrburat baik dan me rnghindari kerburru rkan. Mernurrurt akal serhat, sersuratu r yang 

baik pada hakikatnya tidak berrterntangan derngan tu rjuran syara' sercara urmurm.  

Derngan mermperrtimbangkan maqa>s}id asy-syari>’ah, perrmohonan 

pernertapan wali a#ḍal yang diaju rkan di Perngadilan Agama Pu rrbalingga kerpada 

wali yang me rnolak mernjadi wali dalam pe rrnikahan anak pe rrermpu rannya. 

Perrmohonan ini jurga terrmasurk derngan h}ifz}h al-nas}l. Dalam kasu rs di atas, wali 

nasab ataur ayah, yang mernolak urntu rk mernjadi wali dalam pe rrnikahan anak 

perrermpu rannya karerna tidak ada alasan yang je rlas. Perrmohonan pernertapan wali 

a#ḍal ini dianggap baik olerh akal serhat dan sersurai derngan syara' Islam.  

 
53 Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara pada tanggal 6 

Mei 2024. 
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Dilihat dari tingkat daru rriyyat kerhidu rpan manursia, ada lima prinsip: 

agama, jiwa, akal, ke rturrurnan, dan harta. Jika foku rsnya adalah me rmerlihara 

kerturrurnan ataur h}ifz}h al-nas}l, wali hakim itur merngandurng manfaat, karerna jika 

permohon dan calon su raminya tidak se rgerra dinikahkan, akan te rrjadi kerjadian 

yang tidak diinginkan dan ada ke rmurngkinan merlakurkan perrburatan yang 

dilarang ole rh syari'at Islam, se rperrti zina. Akibatnya, pe rrmohonan te rrserburt 

dikaburlkan karerna hakim me rmperrtimbangkan kerbaikannya dan me rnghindari 

kerburrurkannya saat mermburat kerpurtursan terntang sertiap masalah. 

Namu rn, dari su rdurt pandang tingkat hajiyyah, yang me rncakurp 

kerterntu ran adanya wali hakim pada saat akad nikah, pe rrmohonan wali a#ḍal 

yang dilaku rkan olerh permohon merru rpakan titik terngah di mana se rorang wali 

yang tidak maur merwalikan anak perrermpu rannya dapat merngambil jalan terngah. 

Mernurrurt akal serhat, dianggap se rbagai h}ifz}h al-nas}l yang bernar dan 

sersurai derngan tu rjuran syara', yang dapat dite rmurkan dalam nash Al-Qurr'an dan 

Surnnah serrta ijma’ u rlama terrdahurlu r. Dalam kasu rs wali a#ḍal di Perngadilan 

Agama Purrbalingga, perrmohonan pernertapan wali a#ḍal urnturk merndapatkan izin 

mernikah derngan mernggurnakan wali hakim ini dianggap su rdah mermernurhi 

syarat. Karerna yang dianggap akal se rhat serbagai h}ifz}h al-nas}l, (mermerlihara 

kerturrurnan) yang be rnar-bernar serjalan derngan tu rjuran syara', yaitu r merwurjurdkan 

kermaslahatan bagi u rmat manursia, dan Perngadilan Agama 

Purrbalingga mernerrima perrmohonan pernertapan wali a#ḍal. 

Mernurrurt hurkurm Indonersia, perrkawinan mermerrlurkan wali, te rrurtama 

bagi merrerka yang me rmerlurk agama Islam. Perratu rran permerrintah, serperrti 



73 
 

 
 

Kompilasi Hurkurm Islam dan Perratu rran Mernterri Agama Nomor 11 Tahu rn 2007 

terntang Perncatatan Nikah, merncaku rp tanggurng jawab terrserburt. Mayoritas 

urlama sertu rjur bahwa wali haru rs ada dalam pe rrkawinan, kercurali madzhab 

Hanafi, yang tidak mermerrlurkan wali bagi perrermpu ran jika merrerka terlah derwasa 

dan mampu r berrtanggurng jawab atas apa yang me rrerka katakan dan laku rkan. 

Wali nikah haru rs ada mernurrurt mayoritas u rlama dan hu rku rm Indonersia. 

Merskipu rn para u rlama berrberda perndapat te rntang kerdurdurkan wali, apakah 

merrerka harurs hadir dalam akad nikah atau r hanya mernerrima izin, 

kertidakhadiran wali me rnyerbabkan nikah te rrserburt dianggap tidak sah. Ini 

karerna wali nikah merrurpakan kerharursan.  

Majerlis Hakim me rnyimpurlkan dalam pernertapan perrkara Nomor 

3768/Pdt.P/2022/PA.PBG bahwa wali pe rmohon tidak dapat di de rngar 

kerterrangannya karerna tidak hadir di pe rrsidangan merskipu rn terlah dipanggil. 

Serbagaimana ditu rnju rkkan olerh para saksi, permohon serbernarnya berrstaturs 

perrawan dan calon su raminya berrstatu rs jerjaka. Calon su rami permohon mermiliki 

perkerrjaan te rtap dan me rnerrima gaji yang cu rkurp. Calon su rami permohon terlah 

merlamar permohon, tertapi wali permohon tidak berrserdia mernjadi wali karerna 

tanpa alasan yang jerlas. 54 

Berrdasarkan maqa>s}id asy-syari>’ah bahwa perrmohonan pernertapan wali 

a#ḍal tidak hanya terrmasurk dalam h}ifz}h al-nas}l tertapi ju rga terrmasu rk dalam h}ifz}h 

al-din. Urntu rk mernjaga erksisternsi agama ataur h}ifz}h al-din, urmat Islam mernurnturt 

 
54 Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, Tidak di Terbitkan. 
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urntu rk mermernurhi kerwajiban ataur perrintah agama. Dalam situ rasi serperrti ini, 

perrnikahan akan me rlerngkapi perlaksanaan kerwajiban kerpada Tu rhan dan 

mernju rnju rng tinggi harkat dan martabat manu rsia. Berrdasarkan data yang 

diperrolerh dari salinan pu rtursan nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, yang dalam 

isinya antara permohon derngan calon su rami permohon terlah baligh, berrakal, 

murslim, dan terlah derwasa yaitu r permohon berrurmurr 22 tahurn dan calon su rami 

permohon berrurmurr 30 tahurn. Jadi, mernurrurt Majerlis Hakim, kerduranya su rdah 

serkurfur ataur serpadan, dan tidak ada larangan u rntu rk mernikah mernurrurt urndang-

urndang dan hu rkurm Islam yang ditu rnju rkkan dalam Pasal 8 U rndang-Urndang 

Perrkawinan dan Pasal 39 KHI, yaitu r larangan mernikah karerna hu rburngan 

nasab, sermernda, ataur perrsu rsuran.  Serlain itu r, karerna alasan wali me rnolak tidak 

jerlas, pernolakan wali u rntu rk mernjadi wali nikah pe rmohon tidak berralasan 

sercara hu rku rm. Derngan dermikian, Maje rlis Hakim me rngaburlkan perrmohonan 

wali a#ḍal dan merlangsurngkan perrnikahan me rlalu ri wali hakim. Derngan 

dermikian, salah satu r prinsip u rmurm maqashid syariah, yaitu r h}ifz} al-din, akan 

diperrtahankan. Serlain itu r, perrnikahan terrserburt dapat mernjadi bu rkti kertaatan 

dan kertaatan kerpada Allah dan ajaran agama-Nya serbagai hasil dari 

perlaksanaan perrintah agama. 

Perrtimbangan syari'at haru rs digu rnakan u rntu rk mernertapkan bahwa 

serorang wali te rlah a#ḍal. Jika wali me rnghalangi karerna alasan yang se rsurai 

derngan syari'at, se rperrti jika maharnya ku rrang dari mahar mitsil atau r jika ada 

perminang lain yang le rbih sersurai derngan derrajat wali, maka pe rrwalian tidak 

berrpindah ker tangan orang lain, karerna wali tidak dianggap me rnghalangi 
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(a#ḍal). Perratu rran Mernterri Agama Nomor 30 Tahu rn 2005 terntang Wali Hakim 

mernyatakan bahwa salah satu r syarat diperrbolerhkannya serbagai wali dalam 

perrkawinan calon me rmperlai perrermpu ran dan calon pasangan adalah a#ḍalnya 

wali.  

Hakim mempertimbangkan yang pertama, adanya alat bukti dan 

keterangan saksi masuk dalam h}ifz}h al-din karena proses yang adil dan 

transparan mencerminkan prinsip-prinsip agama yang menekankan kejujuran 

dan keadilan, kedua, karena tidak ada larangan atau halangan untuk menikah 

antara pemohon dan calon suami pemohon masuk dalam h}ifz}h al-nas}l karena 

pernikahan yang sah memungkinkan pasangan untuk memiliki dan 

membesarkan anak dalm lingkungan yang stabil, ketiga, pernolakan wali nikah 

derngan tidak me rnjerlaskan alasannya dan ke rtidak hadiran wali nikah dalam 

perrsidangan masuk dalam h}ifz}h al-nas}l karena penolakan wali yang tidak 

menejalaskan alasannya dapat menghalangi pasangan dari membentuk 

keluarga, yang terpenting untuk melahirkan generasi berikutnya yang baik dan 

juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, 

misalnya zina dan kawin lari, keempat, ke rsersuraian derngan prinsip yang 

terrkandurng dalam perrurndang-urndangan masuk dalam h}ifz}h al-din karena 

perundang-undangan yang sejalan dengan prisnip agama menciptakan 

keadilan, yang merupakan nilai fundamental dalam Isalm, Kelima, adanya 

dalil syar’i masuk dalam h}ifz}h al-din karena mengunakan dalil syari’i 

memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan 

yang diajarkan dalam agama. 
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Dalam hal keradilan, kerdurdu rkan serorang hakim yang be rrtanggurng 

jawab urntu rk merngadili dan mermu rturs perrkara harurs bernar-bernar dapat 

diperrcaya. Dasar pe rrtimbangan hakim sangat pe rnting u rntu rk kerpurtursan yang 

merrerka bu rat karerna sermakin baik dan te rpat perrtimbangan yang me rrerka 

gurnakan u rntu rk mermbu rat kerpurtursan, sermakin bersar rasa keradilan yang ada 

dalam diri hakim yang mermbu rat kerpurtursan terrserburt. Perrtimbangan hakim 

merrurpakan komponern yang paling pe rnting dalam mernerntu rkan nilai dari su ratu r 

purtursan yang me rngandurng keradilan (erx aerquro ert bono) dan kerpastian hu rkurm, 

serrta merngu rntu rngkan para pihak yang be rrsangkurtan. Olerh karerna itu r, 

perrtimbangan hakim haru rs ditangani derngan cerrmat, baik, dan hati-hati. 55 

Derngan dermikian, perrtimbangan yang matang dipe rrlurkan urntu rk 

mernerntu rkan apakah se rorang wali itu r a#ḍal ataur tidak. Olerh karerna itu r, 

pernertapan terrserburt tidak hanya me rnciptakan kerpastian hu rku rm, tertapi jurga 

kermanfaatan dan keradilan serbagai cita-cita hurkurm terrtinggi. 

 

 

 

 
55 Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Terhadap Residivis Pengedar Nakotika Di Kota Yogyakarta”, Jurnal UAJY, hlm. 5-6. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berrdasarkan pernerlitian yang ditu rlis olerh pernurlis, dapat disimpu rlkan 

bahwa termu ran pernerlitian adalah serbagai berrikurt: 

1. Berrdasarkan perrtimbangan hakim pada pu rtu rsan Nomor 

348/Pdt.P/2022/PA.PBG yang me rngaburlkan perrmohonan permohon, 

mernyatakan bahwa wali nikah pe rmohon ataur ayah permohon adalah a#ḍal. 

Hakim me rmperrtimbangkan derngan adanya yaitu r perrtama, alat bu rkti dan 

kerterrangan saksi. Kerdura, karerna tidak ada larangan atau r halangan u rntu rk 

mernikah antara permohon dan calon su rami permohon. Kertiga, pernolakan 

wali nikah derngan tidak me rnjerlaskan alasannya dan kertidak hadiran wali 

nikah dalam perrsidangan. Kerempat, kersersuraian derngan prinsip yang 

terrkandu rng dalam perrurndang-urndangan. Kerlimalima, adanya dalil syar’i yang 

serlajurtnya diambil alih me rnjadi perndapat majerlis dalam berrorierntasi pada 

kermaslahatan perrmohonan wali a#ḍal. 

2. Dalam perrsperktif maqa>s}id asy-syari>’ah perrtimbangan hakim pada pu rtursan 

Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG. Hakim mempertimbangkan yang 

pertama, adanya alat bukti dan keterangan saksi masuk dalam h}ifz}h al-din 

karena proses yang adil dan transparan mencerminkan prinsip-prinsip 

agama yang menekankan kejujuran dan keadilan, kedua, karena tidak ada 

larangan atau halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami 

pemohon masuk dalam h}ifz}h al-nas}l karena pernikahan yang sah 
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memungkinkan pasangan untuk memiliki dan membesarkan anak dalam 

lingkungan yang stabil, ketiga, pernolakan wali nikah de rngan tidak 

mernjerlaskan alasannya dan ke rtidak hadiran wali nikah dalam pe rrsidangan 

masuk dalam h}ifz}h al-nas}l karena penolakan wali yang tidak menejalaskan 

alasannya dapat menghalangi pasangan dari membentuk keluarga, yang 

terpenting untuk melahirkan generasi berikutnya yang baik dan juga 

dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, 

misalnya zina dan kawin lari, keempat, ke rsersuraian derngan prinsip yang 

terrkandu rng dalam perrurndang-urndangan masuk dalam h}ifz}h al-din karena 

perundang-undangan yang sejalan dengan prisnip agama menciptakan 

keadilan, yang merupakan nilai fundamental dalam Isalm, kelima, adanya 

dalil syar’i masuk dalam h}ifz}h al-din karena mengunakan dalil syari’i 

memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip 

keadilan yang diajarkan dalam agama. Serhingga perrtimbangan hakim 

dalam merngaburlkan perrmohonan wali a#ḍal di Perngadilan Agama 

Purrbalingga terlah sersurai derngan mermerlihara kerturrurnan (h}ifz}h al-nas}l) dan 

mermerlihara agama (h}ifz}h al-din). 

B. Saran 

Merngacu r hasil pernerlitian yang pernurlis tu rlis pada skripsi ini pada pu rtursan 

perrkara No. 348/Pdt.P/2022/PA.PBG terntang dikaburlkannya wali a#ḍal, 

serhingga adapu rn saran yang dapat pe rnerliti berrikan yaitu r: 

1. Disarankan kerpada orang tu ra yang ditu rnju rk serbagai wali nikah u rntu rk 

mermperrtimbangkan u rlang pernolakan mernjadi wali nikah bagi pe rrnikahan 



79 
 

 
 

anak merrerka, asalkan anak dan calon su raminya mermiliki niat baik urnturk 

mernikah. Lerbih diu rtamakan kermaslahatan dan kerserjahterraan anak daripada 

kerperntingan pribadi orang tu ra. 

2. Serharursnya dalam perratu rran perrurndang-urndangan me rngatu rr sercara 

spersifik terntang alasan ataur katergori pernertapan wali a#ḍal, tidak hanya 

merngatu rr perrpindahan hak wali dari calon me rmperlai wanita baik wali 

nasab ataurpurn wali mu rjbir kerpada wali hakim. Pe rrmohonan wali a#ḍal 

serndiri bu rkan merrurpakan hal yang asing di kalangan masyarakat. Se rlama 

ini karerna kertiadaan atu rran lerbih rinci atau r katergori alasan pernertapan wali 

a#ḍal masyarakat ku rrang mermahami alasan yang bisa diaju rkan. Walaurpurn 

hakim me rmiliki perrtimbangan hu rkurm dan alasan terrserndiri urntu rk 

mermurtu rskannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Al-Jaziri, Abdurrahman. KItab al-Fiqh Alal Mazahib al-Arabah. Beirut: Dar al-

Fikr, tt, IV. 

Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005. 

Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve,1993. 

Ali Wafa, Moh. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum 

Islam Dan Hukum Materil. Tanggerang Selatan: YASMI, 2018. 

Ali, Zaenudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 

Anwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Cet.IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011. 

Ja’far, Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama,2021. 

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku1 

Di Indonesia”, Al-Adl : Jurnal Hukum 7, No. 13 (1 Januari 2015). 

Halim, Abdul. Maqasid Syariah versus Al-Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. 

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020. 

Rahmadi, Pengantar Mentodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. 

Rifa’i Abubakar. Rifa’i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-

Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

Sapto Nugroho, Sigit, dkk. Metodologi Riset Hukum. Madiun: Oase Pustaka, 2020. 

Sabdo Djati Ps, Syailendra. Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan 

Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam), t.t.  

Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Muhammad. Maqasid Syari’ah, terj. Paryadi. 

Bandung: Cempaka Putih,1998. 

Safriadi. Maqashid Al-Syariah Maslahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’Asyur 

Dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi. Aceh: SEFA BUMI PERSADA, 2021. 



 
 

 
 

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 1995. 

Sulistyawati. Buku Ajar Metode Penlitian Kualitatif. Yogyakarta: K-Media, 2023. 

SKRIPSI 

Hurrahmah, MIfta. ” Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhol 

Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA. Bkn (Studi di Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)”, Skripsi diterbitkan. Riau: 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. 

Jumaidi,” Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota 

Bandar Lampung)”, Skripsi diterbitkan. Lampung: Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2019. 

JURNAL 

Anam, Khoerul. “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia 

(Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan 

Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Tulugagung. 

Azis Qoharuddin, Moch. “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, Jurnal El-

Faqih, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018. 

Dwi, Mazidah, dan Izuddin Ahmad. ” Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak 

Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif 

Maqasid Syari’ah”, Jurnal of Family Studies, vol.7 no.1,2023. 

Faza Alfalah, Muhammad, Kristiyadi. “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya 

Peninjauan Kembali Pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 

237/Pk/PID.SUS/2022), Jurnal Verstek, Vol. 11, No. 4 Tahun 2023. 

Franky Siregar, Barry. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Terhadap Residivis Pengedar Nakotika Di Kota Yogyakarta”, Jurnal 

UAJY. 

Herlinamanulang, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusak Hutan (Studi 

Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”, Jurnal Hukum. Vol. 08 No. 1, 

April 2019. 

Karya Mukhsin, M. “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-

Syafi’i Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 

18, No. 1 Tahun 2019. 



 
 

 
 

Khatimah, Samaratul, Sadiani Sadiani, dan Abdul Khair. “Fenomena Penetapan 

Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 

171/Pdt.P/2021/Pa/Spt),” Jurnal Ilmiah Mandala Education 9, no. 3, 1 

Agustus 2023. 

Khotim, Ahmad. “Pendapat Syafi’iyah Dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal Karena 

Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau Dari Maslahah Mursalah”, Jurnal 

Studi Islam dan Mu’amalah, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021. 

Lelono, Joko, dan Taufik Yahya. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan 

Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA. Jmb)”, Journal of 

Civil and Bussiness Law, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021. 

Mutakin, Ali. “Teori Maqasid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode 

Istibath Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3 Tahun 2017. 

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, 

Hanafiyah, Dan Praktinya Di Indonesia”, Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. X, 

No. 2 Tahun 2011. 

Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum 

Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum 

Islam, Vol.1, No. 1 Tahun 2016. 

Zukfikar, Faisal, & Arif Rahman. “Kekuatan Testimonium De Auditu Pada 

Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Al-Ahkam Jurnal 

Hukum Keluarga, Vol. 13, No. 1, Tahun 2021. 

WEB 

Kusumasari, Diana. "Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Dapat Diterima". Arti 

Gugatan Dikabulkan,Ditolak,dan Dapat Diterima, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-

perdata-cl3157, diakses pada tanggal 25 November 2023. 

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. “Profil Pengadilan Sejarah Pengadilan”. 

pa-purbalingga.go.id. 

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. “Profile Pengadilan Dan Visi Misi”. pa-

purbalingga.go.id. 

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. “Profile Pengadilan Wilayah Yuridiksi”. 

pa-purbalingga.go.id. 

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. “Profile Pengadilan Struktur 

Organisasi”. pa-purbalingga.go.id. 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157
https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157


 
 

 
 

WAWANCARA 

Nursidik. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara pada tanggal 6 Mei 

2024. 

LAIN-LAIN 

Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemah. Bandung: Penerbit Jabal, 2010. 

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 348/Pdt.P/2022/PA. Pbg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Transkip Wawancara 

Nama  : Drs. Nursidik,M.H. 

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purbalingga 

Hari/Tanggal : Senen, 6 Mei 2024 

1. Bagaimana pertimbangan bapak sebagai hakim dalam menolak 

permohonan wali adhol? Baik hukum positif maupun hukum Islam? 

Jawab: Ditolak, tidak terbukti yang di dalilkan artinya menyebutkan bahwa 

bila pemohon wali a#ḍal dianggap tidak berhasil membuktikan dalil 

permohonannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan 

membuktikan dalil permohonan adalah permohonan mesti ditolak 

seluruhnya. Permohonan wali a#ḍal ditolak jika alasan wali terhadap 

penolakan sebagai wali sesuai syariat Islam dan sebaliknya jika penolakan 

wali itu tidak sesuai syariat Islam maka permohonan wali a#ḍal dikabulkan. 

2. Apabila pemohon di persidangan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi 

sedangkan pemohon dan calon suaminya sudah sekufu, apakah itu bisa 

menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan wali a#ḍal? 

Alasan bapak sebagai hakim bagaimana? 

Jawab: Perkara bisa ditolak karena tidak bisa membuktikan yang di 

dalilkan. Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan 

hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh 

mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh 

undang-undang.  Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 

(lima) macam yaitu, Bukti tulisan atau Bukti dengan surat, Bukti saksi, 

Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. 

3. Bagaiman akibat hukum yang ditimbulkan dalam penolakan permohonan 

wali a#ḍal? 

Jawab: Akibat hukum tidak bisa menikah. Wali a#ḍal itu masuk dalam 

perkara volunteer (permohonan) bukan perkara contentious (gugatan). 

Volunteer itu sendiri dalam wali a#ḍal merupakan permohonan gak ada 

lawan tetapi wali wajib di dengar keterangannya.  

4. Apa pandangan bapak sebagai hakim atas pengajuan kasasi dalam perkara 

wali a#ḍal? 

Jawab: Gakpapa karena tidak puas atas Putusan Pengadilan yang diberikan. 
Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk meninjau kembali 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasasi 

bertujuan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan 



 
 

 
 

pengadilan yang dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-

undang. Balik lagi itu harus memiliki bukti-bukti yang kuat untuk 

menguatkan dalil-dalil permohonan wali a#ḍal yang diberikan. 

5. Bagaiman upaya hukum wali nasab terhadap penetapan perkara wali adhol? 

Jawab: Karena wali adhol itu masuk dalam perkara volunteer 

(permohonan) jadi wali nasab itu wajib di dengar keterangannya mengapa 

ia menolak untuk menjadi wali dari anak perempuannya. Wali itu bukan 

pihak, jadi tidak bisa melakukan kasasi atau banding. Bisanya membuat 

permohonan baru di Pengadilan yaitu permohonan pencegahan perkawinan. 

6. Apa dasar hukum bapak sebagai hakim dalam memutus perkara wali a#ḍal? 

Jawab: Dasar peraturan perundang-undang dan hukum Islam. 

7. Menurut bapak sebagai hakim dasar hukum Islam mana yang paling kuat 

dalam memutus perkara wali a#ḍal? 

Jawab: Dasar hukum Islam mana saja yang penting didalamnya terdapat 

asas kemanfaatan, asas kepastian dan asas keadilan. Dalam permohonan 

wali a#ḍal bisa menggunkan maqa>s}id asy-syari>’ah karena adanya 

mermerlihara keturunan (h}ifz}h al-nas}l) dan mermerlihara agama (h}ifz}h al-

din). 

8. Apakah dalam memberikan putusan perkara wali a#ḍal hakim selalu melihat 

atau mempertimbangan putusan hakim yang terdahulu? 

Jawab: Gak mesti, Yurisprudensi Indonesia keputusan hakim yang 

dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya dalam memutuskan perkara 

yang sama. Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan undang-undang 

yang tidak jelas atau kabur sehingga menyulitkan hakim dalam membuat 

keputusan.  

9. Apakah bapak sebagai hakim pernah memutus perkara wali a#ḍal? Pernah 

mengalami kendala atau kebimbangan? 

Jawab: Hakim tidak boleh bimbang, Hakim itu harus benar dan 

menyakinkan. Hakim ideal dan profesional titik tekannya adalah pada 

moralitas tinggi dan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara 

berdasarkan kepandaian dan keahliannya untuk dapat menegakkan hukum  

dan keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2  

Wawancara dengan Bapak Drs. Nursidik,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga 

Senen, 6 Mei 2024 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 

Salinan Putusan Nomor 348 /Pdt.P/2022/PA.PBG 
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